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1.1 Latar Belakang 

Olah raga merupakan produk budaya manusia kuno dan 

menjadi tradisi manusia modern untuk berbagai tujuan sampai 

saat ini. Pada era modern, olah raga akan menjadi identitas 

komunikasi antar umat manusia dengan melepaskan sekat ideologi, 

asal-usul, agama, system ekonomi, politik. Semuanya mengusung 

nilai universal yaitu spirit kebersamaan, persahabatan, dan ukuran 

prestasi pembinaan. Dewasa ini ada anggapan bahwa keberhasilan 

pembinaan olahraga diidentikkan dengan perolehan medali dalam 

suatu event. Anggapan tersebut tentu tidak salah, tetapi tidak 

seluruhnya benar. Setiap pertandingan multi cabang olahraga 

(multievent), perolehan medali menjadi ukuran keberhasilan bagi 

atlet, daerah bahkan negara sebagai basis penilaian prestasi 

olahraganya. 

Filosofi dasar yang esensial dan universal dari keberhasilan 

pembinaan olahraga adalah penghormatan terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan (celebration of humanity). Dengan mendasarkan 

filosofi luhur semacam itu, maka upaya ‘primitif-destruktif’ untuk 

mendapatkan medali perlu dihindari seperti kemenangan dicapai 

dengan menghalalkan segala cara misalnya penggunaan obat 

perangsang (doping), dengan cara memanipulasi usia, manipulasi 

identitas atlet, dan bahkan memicu perkelahian. 

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang 

diharapkan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, 

peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan 

PENDAHULUAN 
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manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tuntutan 

perubahan kehidupan nasional dan global.  

Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa 

pembangunan nasional di bidang olahraga merupakan upaya 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, 

rohaniah, dan sosial mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam membina 

keolahragaan nasional berdasarkan UUD 1945 tersebut mengakar 

pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan 

tanggap terhadap tuntutan perkembangan olah raga. 

Harus diakui cukup banyak prestasi ditorehkan oleh putra 

daerah di beberapa cabang atau nomor. Namun usaha perbaikan 

prestasi di masa depan harus makin terbangun atas kesadaran 

masyarakat yang makin kritis dan cerdas melihat ketidak 

sepadanan antara potensi keolahragaan yang tersedia dan capaian 

prestasi. 

Pembangunan  olahraga  sesungguhnya  tidak  cukup  hanya 

diidentifikasi ukuran prestasi yang diidentikkan dengan perolehan 

medali khususnya emas 

atau  peringkat  yang  dicapai  dalam  event  olahraga  seperti  Pek

an  Olahraga  Nasional (PON) atau pekan-pekan olahraga yang 

diselenggarakan secara internasional seperti SEA 

Games,  Asian  Games,  atau  Olympic  Games.  Olahraga  sebagai

  instrumen  pembangunan 

hendaknya  diposisikan  dan  diberdayakan  dalam  arti  luas  unt

uk  tidak  saja  pencapaian 

prestasi  demi  harkat  dan  martabat  bangsa,  tetapi  untuk  men

capai  tujuan  nasional  antara lain kesejahteraan masyarakat 

secara adil dan merata. 
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Secara umum, persoalan yang melingkupi keolahragaan di 

Indonesia, dan daerah pada khususnya relative sama, termasuk 

dalam hal penurunan prestasi yakni, 

tidak  adanya  sistem  manajerial,  serta  pola 

pembinaan  dan  pengembangan  olahragawan  yang  terpadu,  ber

jenjang  dan  berkelanjutan. Karena itu, pendekatan integratif 

dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan 

pengembangan olahraga daerah secara harmonis, terpadu dan 

jangka panjang yang didukung  dengan 

sistem  pendanaan  dengan  prinsip  kecukupan  dan  keberkelanj

utan 

merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  mendukung  keber

hasilan  pembangunan olahraga. 

Kenyataan  hingga  dewasa  ini  sistem  manajemen  keolahra

gaan  secara  integratif 

seperti  yang  diharapkan  belum  sepenuhnya  dapat  dilaksanaka

n  seperti  yang  diharapkan. 

Sesungguhnya,  dengan  terbinanya  sistem  manajemen  keolahra

gaan  yang  integratif  akan menjamin terwujudnya budaya 

olahraga dalam kerangka memasyarakatkan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat, budaya prestasi dalam kerangka 

meningkatkan harkat dan 

martabat  bangsa,  serta  budaya  industri  olahraga  dalam  keran

gka  menjadikan  olahraga sebagai kegiatan bisnis yang 

mendatangkan kesejahteraan masyarakat. 

Landasan penting dan strategis dalam Pembangunan dan 

pengembangan olahraga adalah adanya budaya olahraga yang kuat. 

Nilai dan budaya olahraga harus ditanam sejak dini yang nantinya 

dapat dijadikan investasi berharga untuk masa depan. 

Budaya  olahraga  merupakan  sikap  dan  kebiasaan  masyarakat

  untuk  senang  berolahraga  dan  menjadikan  olahraga  sebagai  

gaya  hidup  sehat.  Pengembangan  budaya 
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olahraga  ini  dapat  dimulai  dari  lingkup  individu  dan  keluarga

  dengan  cara  memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat 

olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Peranan 

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bontang dalam 

mendukung penyelenggaraan keolahragaan merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan kualitas kegiatan olahraga itu sendiri. 

Kota Bontang berbenah dalam kebijakan regulasi yang selama 

ini belum diatur keolahragaan dalam bentuk Peraturan Daerah. 

Selama ini keolahragaan belum diatur dalam bentuk Peraturan 

Daerah secara khusus mengatur bagaimana keolahragaan itu 

dilaksanakan, cakupan ruang lingkup pengaturan yang 

berimplikasi pada pembiayaan. 

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang 

Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan 

nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. 

Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan 

tanggungjawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku 

Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta 

pembiayaan. 

Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan 

keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis 

dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara 

lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah 

terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan 

sumberdaya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan 

sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan 

terencana dan menyeluruh. Peran serta masyarakat dalam 

pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi 

cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat 
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membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum 

terhadap kedudukan dan beradaanya. 

1.2. Identifikasi Permasalahan 

1. Keolahragaan di Kota Bontang selama ini belum memiliki 

payung hukum yang kuat sesuai kewenangan sebagai daerah 

otonomi sehingga dalam pelaksanaannya selalu menjadi 

persoalan mulai dari penyusunan kebijakan, penyusunan 

program, implementasi, penilaian prestasi dan keterlibatan, 

dan keterlebatan. Ketepatan dalam menentukan program yang 

selama ini telah berjalan dalam meningkatkan prestasi 

keolahragaan di Kota Bontang. 

2. Masih belum optimalnya dalam regenerasi dalam peningkatan 

prestasi melalui pembinaan bibit-bibit atlet yang berprestasi. 

Tentu saja untuk pembinaan ini memerlukan keterlibatan dan 

hubungan koordinasi langsung dengan Organisasi Pemerintah 

Daerah (OPD). Hal ini salah satu penyebab prestasi 

keolahragaan Kota Bontang mengalami pasang surut. Kurang 

konektivitas antara OPD Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

OPD Kepembudaan dan Olah Raga. Sering kali menjadi 

masalah dalam pembinaan bibit atlet. Olah raga sebagai salah 

satu pelajaran yang wajib diikuti seluruh siswa, tetapi pada 

saat siswa mendalami salah satu cabang masih menjadi 

kategori sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Siswa berprestasi 

bidang olah raga harusnya menjadi penilaian tersendiri di 

sekolahnya.  

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penyusunan Naskah akademik tentang 

keolahragaan di Kota Bontang ini, yaitu: 

1. Adanya dasar pijakan atau pondasi dalam membangun 

konstruksi norma hukum dalam produk hukum daerah berupa 

Peraturan Daerah tentang Keolahragaan. 
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2.  Memberikan kejelasan arah kebijakan pembangunan di bidang 

olah raga melalui tingkat keterlibatan (akses), partisipasi, dan 

konektivitas antar pemangku kepentingan di Kota Bontang. 

Manfaat dari dari naskah akademiak tentang Keolahragaan di 

Kota Bontang adalah: 

1.  Bermanfaat sebagai basis informasi akademik dalam proses 

penyusunan penyusunan rancangan peraturan Daerah Kota 

Bontang tentang keolahragaan. 

2. Bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan keolahragaan di Kota Bontang oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD. 

1.4. Metode Penelitian 
 

1.4.1. Pendekatan Penelitian 

 
Penyusunan Naskah Akademik ini termasuk dalam penelitian 

yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga 

penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (Law inbooks) atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas menurut perspektif hukum 

bentukan negara. 

Dalam pendekatan penelitian yuridis normatif ini, pendekatan 

yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach) terutama mengukur tingkat relasi antar norma 

yang memiliki korelasi dengan aspek keolaragaan.  

1.4.2. Sumber Bahan(Secondary sources) 

Selanjutnya dalam menentukan jenis dan sumber bahan 

hukum, maka menurut Bahder Johan Nasution, sumber bahan 

hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan 

hukum tersebut terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer : 
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- Peraturan Perundang-undangan; 

- Yurisprudensi; 

- Traktat, convensi yang sudah diratifikasi; 

- Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak; 

- Dan sebagainya. 
2. Bahan Hukum Sekunder : 

- Buku-buku ilmu hukum; 

- Jurnal ilmu hukum; 

- Laporan penelitian ilmu hukum; 

- Artikel ilmiah hukum; dan 

- Bahan seminar, lokarya, dan sebagainya.1 
 
Untuk sumber bahan hukum yang termasuk dalam kategori 

primer peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Naskah 

Akademik ini, yaitu: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 

Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4438); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 
1  Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, 

Mandar Maju, hlm 86 
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tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4535); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4704); 
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Sumber bahan hukum sekunder dalam penyusunan naskah 

akademik ini dambil dari beberapa literatur yang berhubungan erat 

dengan topik mengenai penyelenggaraan kegiatan olahraga 

1.4.3.  Analisa Bahan dan Data 

Dalam melakukan analisa dalam rangka mengkaji mengenai 

penormaan yang kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, 

maka ada 2 (dua) analisa yang harus dilakukan. Analisa yang 

dilakukan itu yaitu analisa bahan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan. Bentuknya berupa evaluasi atas peraturan 

perundang-undangan dengan mengkaji asas perundang-undangan 

baik anturan yang  lebih tinggi dan yang lebih rendah, lebih dulu 

dengan yang kemudian disahkan, yang khusus dengan yang umum. 

Selain secara substansi obyek pengaturan juga pada kewenangan 

yang dimiliki Kota Bontang tentang Keolahragaan, juga dilakukan 

menarikan garis kewenangan Kota Bontang dalam bidang 

keolahragaan. Sehingga penyampaian dalam penulisan disajikans 

dengan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Mengenai metode analisis deskriptif kualitatif ini menurut 

Soetandyo Wignyosubroto metode analisis kualitatif merupakan 

theory building untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah 

yang dikonsepkan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas 

simbolik.2 Sebagaimana pendapat ini, maka untuk penyampaian 

analisa dilakukan dengan pola deskriptif kualitatif, meskipun data 

kuantitatif tersebut dimuat sebagai data yang menyajikan dalam 

memperkaya khasanah kajian normatif yang difokuskan pada 

aspek kemanfaatan dari adanya penormaan mengenai 

Keolahragaan  tersebut. 

Penyajian analisa dalam naskah akademik ini dengan 

memadukan data yang bersifat kuantitatif berupa hasil kajian 

dilapangan ketika berinteraksi dengan Pemerintah Daerah Kota 

 
2  Soetandyo Wignyosubroto, 1982, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta,  

Raja Grafindo Persada, hlm 5 
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Bontang yaitu OPD Pemuda dan Olahraga, Atlet, Pembimbing atau 

guru olah raga. Dengan mengetahui problem empiris langsung di 

lapangan, maka dapat diketahui permasalahan apa saja. Lalu 

dalam tatanan normatif perlu dikonstruksikan norma hukum 

pengaturan keolahragaan Kota Bontang. 

 

 

1.4.4. Alur (Flow Chat) Kajian 

Dalam melakukan kajian yang disajikan dalam bentuk Naskah 

Akademik ini, maka diperlukan adanya alur. Karena alur ini 

memberikan gambaran terhadap langkah dan proses yang harus 

dilakukan tim dalam menyusun Naskah Akademik ini, sebagai 

berikut : 

Bagan 1. Bagan Proses Penyusunan Naskah Akademik  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Persiapan  Penyusunan   Penyelesaian  

Penyusunan 
Kerangka 
(TOR) dan 
Penentuan 

Bahan  
Hukum 

Diskusi, wawancara 
dan Pengolahan 
Bahan Hukum 
Penyusunan 

Naskah Akademik 

Memasukan 
Bahan dan Data 
Hukum dalam 

Naskah Akademik 
sesuai kerangka 

yang telah 
disusun** 

Evaluasi dan analis 
dari Peneliti Utama 
pada draf Naskah 
Akademik yang 
sudah disusun * 

Penyusunan 
Finalisasi Naskah 

Akademik ** 

Penjelasan dan 
Penyerahan 

Naskah Akademik* 
** 
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Sedangkan untuk melakukan kajian hukum dalam penormaan  

sehingga membentuk Peraturan Daerah Kota Bontang tentang 

Keolahragaan, dapat disajikan sebagai berikut : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Norma-norma 
Keolahragaan 

Asas-asas 
Keolahragaan 

Nilai-Nilai Universal  
Keolahragaan 

Kewenangan 

Keolahragaa

n 

Laporan RKPD Dinas 
Pemudah dan Olahrga 
dan data dalam angka 

Normatif terkait 
Olahraga 

Konstruksi Hukum 
Keolahragaan  

RPJPD & RPJMD  
Kota Bontang  

Hasil data lapangan 
terkait dengan olah raga  

Normatif terkait 
kewenangan  

Landasan Filosofis  

Landasan Sosiologis 

Landasan Yuridis 

Pisau Analisis 
Teori Kewenangan, 

Teori Olahraga  

Peraturan Daerah 
Kota Bontang 

tentang  
Keolahragaan  

Naskah Akademik  
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Sumber: Diolah Tim Kajian Bakahumas, 2019 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan hal-hal yang mendasari penyusunan 

Naskah Akademik yang terdiri dari latar belakang, 

identiffikasi permasalahan, tujuan dan manfaat, metode 

penulisan dan sistematika penulisan 

BAB II  KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 
KEOLAHRAGAAN KOTA BONTANG 

Bab ini merupakan bab yang berisi teori dasar (Grand 

Theory) dan teori menengah (Middle Theory). Sebagai 

landasan teori pada bab ini berisikan kerangka teori yang 

berisi teori pengertian dan dasar hukum olahraga, prinsip 

penyelenggaraan keolahragaan, dasar, fungsi dan tujuan 

keolahragaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab 

pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan, pengelolaan keolahragaan dan pelaku 

olahraga serta peran serta masyarakat terkait 

penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut, sedangkan 

Praktik Empiris terdiri dari Prestasi Keolahragaan di Kota 

Bontang, Keolahragaan di Kota Bontang, Sistem 

Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota 

Bontang. 

BAB III  ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEOLAHRAGAAN 

Bab ini merupakan langkah yang penting dalam 

melakukan penormaan untuk dilakukan pengaturan 

mengenai penyelenggaraan kegiatan olahraga di wilayah 

Kota Bontang. Analisis dan sinkronisasi peraturan di 

bidang olahraga secara hirarki dari Undang-Undang Dasar 

sampai pada Peraturan Menteri. 



Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 
Universitas Mulawarman 

2019 
13 

 

BAB IV  LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

KEOLAHRGAAN 
Landasan Filosofis memberikan penjelasan berpikir kritis 

kenapa harus diatur dengan Peraturan Daerah mengenai 

keolahragaan di Kota Bontang. Disini yang dianalisis 

secara mendasar dalam cabang filsafat yaitu ontologi, 

aksiologi, dan epistemologi. Landasan Sosiologis 

menguraikan alasan Kemanfaatan perlunya diatur 

keolahragaan Kota Bontang dalam bentuk Peraturan 

Daerah, termasuk manfaat dari kesehatan, manfaat dari 

sudut pandang pendidikan. Landasan yuridis memberikan 

landasan kepastian hukum dalam hal substansi 

pengaturan dan kewenangan keolahragaan yang dapat 

dilaksanakan Kota Bontang. 

BAB V  ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP 
PENGATURAN KEOLAHRAGAAN KOTA BONTANG 

Bab ini merupakan bab yang menghasilkan dasar dalam 

penormaan karena bentuknya sudah mengarah pada 

bentuk rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang 

Keolahragaan. Sehingga untuk itu, sebagai bentuk dasar 

rancangan peraturan daerah ini, bermuatan hal-hal pokok 

yang diatur dalam rancangan. Oleh karena itu bab ini 

bermuatan jangkauan Peraturan Daerah Kota Bontang 

berkaitan dengan Keolahragaan. Dalam jangkauan ini ada 

2 (dua) hal pokok yang dimuat yaitu jangkauan 

kewilayahan dan jangkauan substansi yang diatur pada 

obyek yang diatur tersebut. Berikutnya muatan dalam bab 

ini adalah arah yang menentukan kemana muatan isi 

naskah akademik ini di buat dalam pengaturan dari 

penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut. Sedangkan 

ruang lingkup dalam pengaturan dimaksud adalah masuk 

dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah tersebut. 

BAB VI  PENUTUP 
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Bab ini sebagai akhir dari sajian naskah akademik yang 

membahas tentang Keolahragaan di Kota Bontang. 

Sehingga bab ini berisi 2 (dua) hal saja yaitu kesimpulan 

dan saran-saran. 

 
 

2 
 
2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Kajian Teori Negara Hukum 

Istilah negara hukum baru muncul pada abad ke-18 yang 

kemunculannya sebagai bentuk dari konsep negara “modern”. 

Dalam sejarah kuno sebenarnya konsep negara hukum sudah ada 

sejak jaman Yunani kuno dan Romawi Kuno, yang menjadi sumber 

dari adanya teori kedaulatan. Menurut Jimly Asshidiqie, 3  

mengatakan, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang 

dari tradisi Romawi sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber 

dari gagasan kedaulatan hukum. Di dalam ajaran kedaulatan 

hukum, maka sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum, bukan 

negara sebagai pemegang kedaulatan. 

Negara hukum sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja, 4 

mengatakan negara hukum adalah negara yang berdasarkan 

hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang 

sama di hadapan hukum. Sedangkan Sudargo Gautama 5 

memberikan pengertian negara hukum adalah suatu negara 

 
3  Jimly Asshidiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi 

dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru, hlm 11 
4  Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Pemantapan Citra Hukum dan Asas-

asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan datang, Makalah, Jakarta, hlm 
1 

5  Sudargo Gautama, 1993, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, 
Alumni, hlm 21 

KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIS KEOLAHRAGAAN 

KOTA BONTANG 
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dimana perseorangan pun mempunyai hak terhadap negara, 

dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dan 

untuk merealisasikan perlindungan hak-hak asasi ini kekuasaan 

negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, 

pembuat undang-undang dan badan peradilan berada dalam 

pelbagai tangan dan dengan susunan badan peradilan yang bebas 

kedudukannya  untuk dapat memberi perlindungan  semestinya 

kepada setiai orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun 

andai kata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri. 

Atas konsep-konsep mengenai negara hukum yang terlah 

disampaikan di atas, maka sebagai negara hukum yang termasuk 

dalam teori modern memiliki ciri-ciri sebagai negara hukum. 

Menurut Carl J. Frederick Julius Stahl dalam Mahfud MD mengenai 

ciri-ciri negara hukum (rechtstaat), sebagai berikut:6 

1. Hak-hak asasi manusia 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-

hak asasi manusia itu yang biasa dikenal dengan Trias Politica. 

3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid 

van bestuur) 

4. Peradilan administrasi dan perselisihan. 

Sedangkan ciri-ciri pokok negara hukum (rechtstaat) klasik 

seperti pendapat Philipus Hardjon sebagai berikut:7 

1. Adanya Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang memuat 
ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan 
rakyat. 

2. Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan 
pembuat undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan 
kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa 
antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa rakyat dan 

 
6  Moh.Mahfud MD, 2006,  Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Study 

Tentang Intergrasi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 
28 

7  Philipus Hardjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 
Sebuah Study Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam 
Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, 
Surabaya, Bina Ilmu, hlm 76 
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pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-

undang (wetmatig bestuur). 
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat 

(vrijheidsrechten) van de burger). 
 
Berdasarkan ciri-ciri negara hukum (rechtstaat) tersebut, maka 

unsur-unsur yang penting dalam konsep negara hukum itu, yaitu: 

a. Adanya pembagian kekuasaan 

b. Demokrasi 

c. Adanya konstitusi yang menjamin adanya kepastian hukum 

d. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum 

e. Pengawasan oleh kekuasaan peradilan 

f. Pemerintahan menurut hukum 

g. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi 

manusia. 

Negara hukum sebagai bentuk konsep modern, maka jelas 

hanya hukumlah yang dapat mengatur kehidupan seluruh eleman 

yang ada dalam suatu negara. Seperti pendapat Krabbe, 

mengatakan hukumlah yang memilih bahkan merupakan 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan hukum negara 

dapat melaksanakan tugasnya. Hukum merupakan pedoman bagi 

pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.8 

Oleh karena itu pandangan mengenai hukum juga diberikan 

pendapatnya oleh W. Friedmann, mengatakan pada intinya9 “All 

defenition or characterizations of law veer between two extreme 

position. One extreme emphasizes  its coercive character, the other 

lays stress on the social acceptance.” 

Indonesia sendiri oleh pendiri negara telah secara tegas 

menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan 

hukum, hanya secara pernyataan tegas tersebut dalam Konstitusi 

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

 
8  Samijo, 1995, Ilmu Negara, Bandung, Armico, hlm 151 
9  W.Friedmann, 1967, Legal Theory, (New York, Columbia University 

Press, hlm 14 
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1945 sebelum amandemen dinyatakan pada penjelasan. Seiring 

dengan perubahan politik di Indonesia, terhitung sejak tahun 1998 

dengan adanya gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa. 

Derasnya desakan adanya perubahan  dalam sistem kehidupan 

negara, maka dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 

itu. Pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah 

masuk dalam batang tubuh, tepatnya Perubahan yang paling 

mendasar adalah dilakukan amandemen Undang-undang Dasar 

Tahun 1945. Amandemen ketiga, maka pernyataan bahwa 

Indonesia sebagai negara hukum dimaskakan dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945, berbunyi : 

“Negara Indonesia adalah negara hukum” 

Sebagai negara hukum, maka hukum diletakkan sebagai 

panglima dari semua pengambilan keputusan dan perilaku oleh 

semua masyarakat dan pemerintah. Secara khusus pada negara 

Indonesia mengenai konsep Negara Hukum memiliki ciri khusus, 

yaitu menggunakan istilah Negara Hukum Pancasila. Mengenai 

konsep ini diperkenalkan pada simposium mengenai Negara 

Hukum dalam Musyawarah Nasional Persahi yang diadakan 

Desember 1966 di Jakarta yang membahas Rule of Law. Dalam 

simposium tersebut berhasil dirumuskan prinsip-prinsip Negara 

Hukum Pancasila, yaitu:10 

a. Pengakuan dan perlidungan hak asasi yang mengandung 

persamaan dalam bidang politi, hukum, sosial, ekonomi, 

kebudayaan dan pendidikan. 

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak 

dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain 

apapun juga. 

c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. (Jaminan 

kepastian hukum dalam persoalan, yaitu bahwa ketetntuan 

 
10  Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, Teori Negara Hukum, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, hlm 18 
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hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman 

dalam melaksanakannya). 

Mengenai konsep Negara Hukum Pancasila ini, menurut 

Padmo Wahyono, mengatakan:11 

a. Bertitik pangkal pada asas kekeluargaan mengutamakan yang 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Bahwa asas kekeluargaan mengutamakan “rakyat banyak, 
namun rakyat dan martabat manusia tetap dihargai”. 

c. Pengertian Negara dan pengertian hukum dilihat dari asas 
kekeluargaan adalah: 
1. Negara Indonesia terbentuk bukan karena “perjanjian 

masyarakat” dari status naturalis ke status civil dengan 
perlindungan terhadap civil right melainkan atas berkat 
rakmat Allah Yang maha Kuasa dengan keingingan luhur 

untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Konstruksi 
tersebut merupakan cerminan luhur “asas kekeluargaan” 
yang melahirkan kesepakatan satu tujuan (gesamtakh) 
untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti 
“merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur” 

2. Terdapat tiga fungsi hukum yang bersifat pengayoman dari 
cara pandang “asas kekeluargaan”, ialah: 
a). Menegakkan demokrasi sesuai dengan sistem 

pemerintahan negara yang dikandung Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b). Mewujudkan keadilan sosial sesuai pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

c). Menegakkan perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa secara adil dan beradab. 

 
Dengan konsep mengani negara hukum ini maka diperlukan 

adanya penegakan hukum dan keseimbangan melalui perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari terbentuknya 

negara, khususnya negara Indonesia. 

2.1.2. Teori Kewenangan 

Mengenai kewenangan, maka tidak mungkin dipisahkan 

dengan kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan atau wewenang 

adalah istilah yang biasa digunakan dalam bidang hukum publik. 

Namun demikian sesuangguhnya kewenangan berbeda dengan 

 
11  Padmo Wahyono, 1988, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, 

Makalah, Jakarta, hlm 46 
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wewenang. Menurut Diah Retuning Maharani, bahwa kewenangan 

merupakan kekuasaan formal. Yang berasal dari kekuasaan 

legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan 

eksekutif/administrasi. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-

wewenang (rechtbevoegheden). Sedangkan wewenang (authority) 

adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk 

meminta dipatuhi.12 

Beberapa pendapat mengenai wewenang itu sendiri sebagai 

dasar berpikir seperi Herbert A.Simon,13wewenang adalah suatu 

kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan 

hubungan atasan pimpinan dengan bawahan. Sedangkan menurut 

SF.Marbun 14  wewenang adalah kemampuan untuk melakukan 

suatu tindakan hukum publik (yuridis), juga sebagai kemampuan 

bertindak yang diberikan undang-undang untuk melakukan 

hubungan hukum. 

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo, 15 mengatakan 

wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan 

hukum publik. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah 

yang biasa digunakandalam lapangan hukum publik. Namun 

sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan 

adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang 

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau 

legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, 

merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau 

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan 

pemerintahan tertentu yang bulat. 

 
12  Diah Retuning Maharani, www Teori Kewenangan.com, diunduh tanggal 

12 April 2011 
13  Herbert A.Simon, 1984, Perilaku Administarsi (terjemahan), Jakarta, 

Bina Aksara, hlm 195 
14  SF.Marbun, 2005, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya 

Administrasi di Indonesia, Yogyakarta,  Liberty, hlm 154  
15  Prajudi Atmosudirjo, 1998, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Bhakti 

Indonesia,  hlm 76 
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Sedangkan “wewenang” hanya merngenai suatu “onderdeel” 

(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh 

seseorang melalui 2(dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan 

pelimpahan wewenang. 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 

Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditunjukan dalam 

wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahannyaberdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh 

pembuat undang-undang. Atribusiini menunjuk pada kewenangan 

asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturanperundang-

undangan. Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh 

melalui proses pelimpahan yang disebut: 

a. delegasi 

b. mandat 

Bagan 3 

Pembagian Wewenang 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal pendelegasian. 

Pendelagasian wewenang ini, maka orang yang menerima delegasi 

disebut delegan. Philipus Hardjon16 berpendapat mengenai delegasi 

ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut: 

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. 

 
16  Philipus.M. Hardjon, Op.Cit, hlm 187 

Wewenang 

Atribusi 

Pelimpahan 
wewenang 

Delegasi 

Mandat 
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b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, 

artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan 

untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan 

hirarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi. 

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegans 

memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 

wewenang tersebut. 

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans 

memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan 

wewenang tersebut. 

Delegasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang, 

merupakan mandat yang diterima oleh delegans. Mandat sendiri 

menurut Kolsteren 17  mengatakan berasal dari bahasa latin, 

“mandatum”, kata kerjanya mandare,-atum yang berarti 

melimpahkan (overdragen), mempercayakan (toevertrouwen), 

memerintahkan (bevelen). 

“Mandat” artinya pemberi beban (lastgever) dan berasal juga 

dari bahasa latin“mandans”. Dalam pemberian kuasa berlaku asas 

yang masksudnya setiap pemberian kuasa harus didasarkan atas 

alasan yang sah (Mandatum nisi gratuitum nullum est). 

Dengan demikian delegasi sebagai bentuk pelimpahan 

wewenang, tetapi tidaklah sama dengan mandat. Dimana mandat 

sebagai suatu pelimpahan kekuasaan yang melaksanakan tidak 

bertindak atas nama sendiri.  

Berkaitan dengan pelimpahan wewenang dalam kekuasaan, 

maka di Indonesia dapatlah Penulis gambarkan mengenai 

pelimpahan wewenang yang berkaitan dengan Negara Hukum yaitu 

Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan 

 
17  Kolsteren A, 1990, Prisma Vreemde Woordenbock, cet.IV, (Het 

SpectrumN.V) Utrecht, hlm 198. Dikutip dalam Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan 
Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, 
Surabaya, hlm 85 
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pelimpahan wewenang itu sendiri penulis gambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

Bagan 4 
Konsep Mengenai Negara Hukum dan Konsep Wewenang 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. Teori Otonomi Daerah  

Secara konsep antara desentralisasi dan otonomi daerah tidak 

dapat dipisahkan. Menurut Andi Mustari Pide, 18  desentralisasi 

adalah pada dasarnya  pelimpahan kekuasaan atau wewenang di 

bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang 

lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya 

sehingga yang diserahi/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu 

berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu 

tersebut. Menurut Logemann dalam Ateng Syafrudin tentang 

desentralisasi,19 mengatakan desentralisasi meliputi dekonsentrasi 

atau ambtelijke decentralitatie. Di dalam desentralisasi semacam 

ini, rakyat tidak diikutsertakan dalam pelimpahan kekuasaan dan 

wewenang. 

 
18  Andi  Mustari Pide, 1999, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki 

Abad XXI, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm 33-34  
19  Ateng Syafrudin, 1973, Pemerintah Daerah dan Pembangunan, Bandung, 

Sumur Bandung Press, hlm 48  

Konsep Negara Hukum 

Konsep Desentralisasi 

Konsep Otonomi 

Konsep Otonomi Riil Konsep Otonomi Formaiil Konsep Otonomi Materiil 

Konsep wewenang  
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Sedangkan desentralisasi kenegaraan (staatskundige 

decentralisatie) atau desentralisasi politik, yaitu pelimpahan 

kekuasaan perundangan dan pemerintahan (regelendeen 

besturende bevoegheid) kepada daerah-daerah otonom di 

lingkungannya.Di dalam desentralisasi politik, rakyat 

diikutsertakan dalam pemerintahan dengan menggunakan saluran 

tertentu yaitu perwakilan rakyat sesuai batas wilayah administratif 

yang telah ditentukan. 

Sedangkan menurut Bayu Suryaningrat 20  mengatakan, 

desentralisasi adalah untuk mewujudkan asas demokrasi dalam 

pemerintahan negara, di dalam desentralisasi ini rakyat secara 

langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (participation) 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. 

Menurut Tresna21 pengertian desentralisasi dibagi menjadi dua 

macam, yaitu : 

1. “Ambtelijke decentralisatie”, atau pemberi (penyerahan) 
kekuasaan dari atas ke bawah di dalam rangka kepegawaian 
demi kelancaran pekerjaan semata-mata. Ambtelijke 
decentralisatie ini disebut juga “deconsentratie” 

2. “Staatkundge decentralisatie” atau pemberian (penyerahan) 
kekuasaan mengatur kepada daerah di dalam lingkungannya, 
guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. 
 

Sedangkan Staatkundge decentralisatie terdiri dari dua bagian, 

yaitu :22 

1. “Teritoriale decentralisatie” dimana pemberian kekuasaan untuk 
mengatur dan mengolah, ditujukan kepada urusan rumah 
tangga daerah masing-masing. 

2. “Functionale decentralisatie” dimana pemberian kekuasaan 
untuk mengatur dan mengolah, ditujukan kepada  sesuatu  
atau beberapa soal tertentu dan hanya mengatur soal itu saja. 
Contohnya adalah hak-hak yang diberikan kepada Subak di 
Bali, khususnya mengenai pengaturan pengairan. 
 

 
20  Bayu Suryadiningrat, 1981, Desentralisasi dan Demokrasi Pemerintahan 

di Indonesia Suatu Analisa, Jilid 1, Jakarta, Dewaruci Press, hlm 6 
21  Tresna, Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan, Bandung, Dibya,     hlm 

23  
22  Tresna, Ibid, hlm 24 
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Selanjutnya mengenai desentralisasi ini dalam pembagiannya 

umumnya ada teritorial (politik) dan fungsional. Dalam pembagian 

ini menurut Bayu Suryaningrat, 23  berpendapat desentralisasi 

dibedakan antara: 

1. Desentralisasi teritorial  (territoriale decentralisatie), yaitu 
penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurusrumah 
tangganya sendiri (autonomie), batas pengaturan termaksud 
adalah daerah; 

2. Desentralisasi fungsional (functionale decentralisatie), yaitu 
pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi 
tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi 
misalnya pendidikan, pengairan dan sebagainya. 
 
Dalam pendapat lain mengenai pembagian desentralisasi, 

seperti pendapat Bulthuis 24  merumuskan desentralisasi terbagi 

menjadi dua bagian yaitu desentralisasi murni dan tidak murni. 

Pada pokoknya desentralisasi murni adalah sebagai berikut: 

1. Kewengan untuk mengambil keputusan diserahkan dari 

seorang penjabat administrasi/pemerintah kepada yang lain; 

2. Penjabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan 

pekerjaan yang lebih luas daripada penjabat yang diserahi 

kewenangan tersebut; 

3. Penjabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi 

perintah kepada penjabat yang telah diserahi kewenangan itu 

mengenai pengambilan/pembuatan keputusan atau isi 

keputusan itu; 

a). Penjabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat 

menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti 

keputusan yang telah diambil/dibuat. 

b). Penjabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat 

secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti 

 
23  Bayu Suryaningrat, Ibid, hlm 7 
24  Amrah Muslimin, 1960, Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-

1958, Jakarta, Djambatan, hlm 4 
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keputusan yang telah diserahi kewenangan itu dengan orang 

lain. 

4. Penjabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat 

menyingkirkan penjabat yang telah diserahi kewenangan itu 

dari  tempatnya. 

Adanya konsep desentralisasi ini, maka munculah 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai tindak lanjut dari 

desentralisasi yang intinya adalah pembagian kekuasaan dalam 

wilayah-wilayah yang lebih kecil. Secara estimologi, istilah otonomi 

berasal dari bahasa latin “autos” yang artinya sendiri dan “nomos” 

yang artinya aturan. Dari sudut ini kemudian beberapa sarjan 

memberi arti otonomi ini sebagai “zetwetgeving” atau 

pengundangan sendiri atau pengundangan sendiri, mengatur dan 

memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri.25 

Dengan kata lain penyelenggaraan asas desentralisasi 

menghasilkan “daerah otonomi”, sedangkan urusan yang 

diserahkan kepada daerah otonom yang menjadi hak atau 

kewenangannya disebut “otonomi daerah” atau “otonomi” saja. 

Menurut Bagir Manan26  mengatakan “otonomi mengandung arti 

kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah 

tangganya) sendiri”. 

Istilah otonomi secara etimologi, berasal dari kata oto (outo 

=sendiri) dan nomoi (nomoi =nomos=undang-undang /aturan) yang 

berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau 

kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan 

otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga 

sendiri.27 

 
25  Victor M.Sitomorang dan Cormentya Sitanggang,  Hukum Administrasi 

Negara, hlm 60 
26  Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara usat dan Daerah Menurut UUD 

1945, Jakarta, Pustaka Harapan, hlm 21 
27  Riant Nugroho, 2000, Otonomi Daerah Desentralisasi  Tanpa Revolusi 

(Kajian dan Kritis atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia), Jakarta, Elek Media 
Komputindo, hlm 42 
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Sedangkan pendapat beberapa ahli mengenai otonomi seperti, 

Scrieke menyatakan bahwa autonomie adalah “Eigen Meesterschap”, 

Zelstandigheid” bukan “onafhankelijke Heid”. Sedangkan Logemann 

menyatakan bahwa otonomi berarti memberi kesempatan 

kepadanya mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala 

macam kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum 

(penduduk). Kekuasaannya bertindak merdeka (vrij Beweging) yang 

diberikan kepadanya satuan-satuan kenegaraan yang memerintah 

sendiri daerah itu, adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif 

sendiri dan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri itulah yang 

disebut otonomi.28 

Dari beberapa pendapat dan istilah mengenai otonomi, maka 

persoalan lain yang muncul dalam otonomi adalah berkaitan 

dengan urusan daerah yang dapat diatur dan diselenggarakan oelh 

daerah yang  bersangkutan. Artinya urusan daerah yang 

bagaimanakah yang dapat diatur dan diselenggarakan berdasarkan 

kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah. Hal inilah yang 

menimbulkan lahirnya berbagai jenis otronomi. Dalam 

kepustakaan terdapat beberapa jenis otonomi, yaitu (1) otonomi 

materiil, (2) otonomi formal, (3) otonomi riil.29 

Pengertian dari ketiga jenis otonomi ini menurut Bayu 

Suryaningrat, yaitu, otonomi materiil mengandung arti bahwa 

urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga diperinci 

secara tegas, pasti dan diberi batas-batas (limitative), “zakelijk” dan 

dalam praktiknya penyerahan ini dilakukan dalam Undang-undang 

pembentukan daerah yang bersangkutan. Sedangkan otonomi 

otonomi formal adalah sebaliknya, urusan yang diserahkan tidak 

dibatasi dan tidak “zakelijk”. Daerah mempunyai kebebasan untuk 

mengatur dan mengurus segala sesautu untuk menuntut 

 
28  Muhammad Fauzan, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian 

Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta, UII Press, hlm 65  
29  Muhammad fauzan, Ibid, hlm 68 
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pandangannya adalahkepentingan daerah, untuk kemajuan dan 

perkembangan Daerah. Batasnya ialah, bahwa Daerah tidak boleh 

mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau 

peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain daripada itu, 

pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

umum.30 

2.1.4. Pengertian dan Dasar Hukum Olahraga 

Beberapa literatur sangat banyak mendefinisikan atau 

memberikan pengertian mengenai olahraga terutama dari beberapa 

ahli. Olahraga Secara Umum adalah sebuah aktivitas yang berguna 

untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi 

juga secara rohani. Ada beberapa ahli yang juga mengungkapkan 

tentang pengertian olahraga. 

Menurut ensiklopedia Indonesia Olahraga merupakan gerakan 

badan yang dilakukan oleh perorangan atau lebih yang atau dapat 

dikenal regu. Sedangkan dalam kamus Webster’s New Collegiate 

Dictonary (1980) adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk 

memperoleh kesenangan, dan aktivitas khusus seperti berburu 

atau dalam olahraga pertandingan (athletic games di USA). 

Menurut ensiklopedia Indonesia, olahraga adalah gerak badan 

yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu 

atau rombongan. Menurut Webster’s New Collegiate Dictionary 

(1980), olahraga adalah ikut serta dalam aktivitas fisik untuk 

mendapatkan kesenangan dan aktivitas khusus sperti berburu atau 

dalam olahraga pertandingan. 

Menurut Cholik Mutohir, olahraga adalah proses sistematik 

yang berupa segala keigatan atau usaha yang dapat mendorong, 

mengembangakan dan membina poternsi-potensi jasmanisah dan 

rohaniah seseorang sebagai perorangan ataui anggota masyarakat 

dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan prestasi 

 
30  Bayu Suryadiningrat, Ibid, hlm 22-24 
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puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang 

berkualitas berdasarkan Pancasila. 

Jika dilihat makna olahraga menurut pakar atau ahli diatas, 

pada dasarnya olah raga berfungsi untuk menjaga, meningkatkan, 

menyeimbangkan kesehatan sistem jasmani dan rohani seseorang 

dan sekaligus meningkatkan rasa kebersamaan serta daya saing 

antar seseorang/individu. 

2.1.5.  Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan 

Dalam melaksanakan kegiatan olahraga kita harus 

mengetahui prinsip penyelenggaraannya. Sehingga dapat mencapai 

suatu kegiatan olahraga yang benar dan sasaran tujuan yang 

tepat.  Dan kita dapat meminimalisir segala sesuatu kejadian yang 

tidak kita inginkan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan 

olahraga. 

Adapun prinsip penyelenggaraan kegiatan keolahragaan diatur 

seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, yaitu: 

a.  demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai 

keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa; 

b.  keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; 

c.  sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; 

d.  pembudayaan dan keterbukaan;  

e.  pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi 

masyarakat;  

f.  pemberdayaan peran serta masyarakat; 

g.  keselamatan dan keamanan; dan 

h.  keutuhan jasmani dan rohani.  

2.1.6. Dasar, Fungsi dan Tujuan Keolahragaan 

Seperti semua hal yang berlaku dan diatur melalui peraturan 

perundang-undangan maka kegiatan keolahragaan 

diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu sesuai dengan 
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ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan. Melihat isi pasal ini dapat kita ketahui bahwa 

segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan olahraga harus 

di laksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Fungsi keolahragaan tercantuim didalam pasal 3 UU Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, yang berbunyi: 

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan 

kepribadian bangsa yang bermartabat. 

Secara umum sebagian besar masyarakat Indonesia 

menganggap kegiatan olahraga ialah suatu pekerjaan yang hanya 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani saja. 

Padahal di dalam suatu kegiatan olahraga terkandung banyak 

funsi-fungsi antara lain kemampuan fisik, kemampuan rohani, 

sosial, pembentukan watak dan kepribadian yang bermartabat. 

Sedangkan tujuan keolahragaan diatur didalam pasal 4 UU 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, yang berbunyi: 

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, 

menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, 

mempererat dan membina persatuandan kesatuan bangsa, 

memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, 

martabat, dan kehormatan bangsa. 

2.1.7.  Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan  tentang tugas dari Pemerintah  baik 

pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah di jelaskan tentang 

bagaimana peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

suatu kegiatan olahraga. Pemerintah mempunyai pengaruh yang 

sangat besar, segala bentuk kegiatan olahraga harus dapat 

menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan standarisasi bidang 
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keolahragaan secara nasional. Sedangkan pemerintah daerah 

hanya mencakup di daerahnya sendiri yaitu bertugas untuk 

melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaandan 

pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi 

bidang keolahragaan di daerah. 

Adapun kewenangan Pemerintah diatur didalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan. Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun 

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, 

membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi 

penyelenggaraan keolahragaan secaranasional.Jadi pemerintah 

mempunyai kewenangan penuh atas terselenggaranya suatu 

kegiatan olahraga. 

Sedangkan untuk tanggung jawab Pemerintah, diatur dalam 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung 

jawab untuk mewujudkan tujuanpenyelenggaraan keolahragaan 

nasional. 

Ada beberapa hal terkait dengan  tugas, wewenang dan 

tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan 

kegiatan olahraga, yaitu: 

1. Pengorganisasian 

Dimana untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan 

olahraga, khususnya olahraga prestasi tidak akan lepas dari 

peran serta pengurus dan organisasi. Organisasi adalah sarana 

atau alat untuk mencapai tujuan organisasi dimana unsur yang 

ada dalam suatu organisasi harus dapat menampung berbagai 

program dan kegiatan yang telah dirancang untuk mencapai 

tujuan organisasil Dalam pasal 1 ayat (24) UU Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Sistem Keolahragaan dikatakan bahwa organisasi 

olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama 

dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perudnang-udnangan. 

Pemerintah daerah harus memperhatikan bagaimana pengurus 

organisasi  dalam menyusun program-program kerja yang dapat 

mendukung tercapainya prestasi yang maksimal dalam 

pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Karena 

peningkatan prestasi dalam pembinaan dan pengembangan 

olahraga tergantung bagiamana pengurus organisasi 

menjalankan fungsi-fungsi keoraganisasiannya. Program-

program tersebut antara lain adalah perekrutan atau pengadaan 

pelatih, pengadaan sarana dan prasaran, perekrtutan atlet, 

penentuan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan atlet 

melalui pemusatan latihan cabang olahraga, mengadakan atau 

menyelenggarakan event olahraga, mengikuti berbagai kegiatan 

olahraga sesuai dengan cabang olahraga yang dapat dijadikan 

sehbagai tambahan pengalaman bagi atlet serta mencarikan 

dana untuk pembinaan dan sebagainya. 

2. Pendanaan.  

Pedanaan merupakan salah satu factor pendukung terpenting 

dalam upaya mensukseskan program pembinaan prestasi 

olahraga yaitu tersedianya dana yang memadai. Berbagai 

sumber dana perlu digali dalam upaya memenuhi kebutuhan 

dana untuk pembinaan cabang-cabang olahraga presatasi. 

Pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

pembinaan dan pengembangan olahraga dimana melalui 

pendanaan, berbagai kebutuhan atau hal yang berhubungan 

dengna pembinaan dan pengembangan olahrag dapat dipenuhi 

dengan baik, antara lain: pengadaan sarana dan prasaran 

olahraga yang baru untuk melengkapi atau mengganti fasilitas 

yang ada atau fasilitas yang rusak, pemeliharaan  dan perbaikan 

saran dan prasarana olahraga termasuk alat dan fasilitas 

lapangan, pendanaan pembinaan dan pengembangan atlet 

mulai dari prekrutan sampai dengan pemusatan latihan dan 
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ikut serta dalam kegiatan kejuaaran, kesejahteraan atlet, 

pelatih dan pengurus organisasi. 

Menurut Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, 

yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan 

evaluatif/material. Keberlakuan faktual, yaitu kaidah dipatuhi oleh 

para wara masyarakat atau efektif kaidah diterapkan dan 

ditegakkan oleh pejabat hukum. Keberlakuan normatif, yaitu 

kaidah cocok dalam sistem hukum hierarkis, keberlakuan evaluatif 

yaitu secar empiris kaidah tampak diterima secara filosofis kaidah 

memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.31 

2.1.8.  Ruang Lingkup Olahraga 

Ruang lingkup olahraga berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan terdiri dari: 

1)  Olahraga Pendidikan 

2) Olahraga rekreasi 

3) Olahraga prestasi 

Olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi bersifat non kompetitif 

artinya bukan untuk dipertandingkan dalam suatu pertandingan 

khusus. Adapun definisi untuk masing-masing kategori yaitu:  

Ad.1. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan 

sebagai bagian dari prosespendidikan teratur dan 

berkelanjutan, untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, 

ketrampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani. 

Ad.2.  Olahraga rekreasi merupakan  olahraga yang dilakukan oleh 

masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai 

budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran 

dan kegembiraan. 

Ad.3.  Olahraga prestasi merupakan olahraga yang membina dan 

mengembangkan olahraga maupun atlet secara terencana, 

 
31  JJ. H. Bruggink alih bahasa Arief Sidharta,1996, Refleksi Tentang 

Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 157. 
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berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk 

mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan 

teknologi keolahragaan. 

Berbeda dengan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, 

maka olahraga prestasi merupakan olahraga kompetitif artinya 

suatu olahraga yang dipertandingkan dalam suatu pertandingan 

tertentu. Adapun jenis olahraga prestasi bisa dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu:  

1. Olahraga tradisional, dimana olahraga ini merupakan olahraga 

yang tumbuh sebagai bagian dari kearifan lokal di suatu daerah 

dalam hal ini yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Olahraga 

tradisional merupakan olahraga asli dari berbagai daerah di 

Indonesia yang mungkin belum terkenal ditingkat nasional 

namun cukup popular di daerah asalnya. Olahraga tradisional 

ini merupakan khazanah budaya bangsa yang sebaiknya tetap 

diperhatikan dan dibina sebelum akhirnya punah dan lenyap 

ditelan arus globalisasi terutama oleh permainan era digital 

dengan menggunakan perangkat computer dan jenis gadget 

lainnya. Ada beberapa jenis olahraga tradisional, antara lain : 

Baklak, benteng, congklak atau dakon, dagongan, egrang, galah 

asin,gasing, langga, karapan sapi, main hadang manggurebe, 

maunti, pacu jalur, pathol, pencak silat, perahu naga, patok lele, 

sampyong, sebanting, sepak takraw, serimbang, dan lain 

sebagainya.. 

2. Olahraga modern, merupakan olahraga yang dilaksanakan 

sesuai dengan system keolahragaan nasional. Adapun jenis 

olahraga modern antara lain: Aeromodeling, anggar, angkat 

besi, atletik, balap motor, balap mobil, balap sepeda, 

berkuda,binaraga, biliar, bisbol, bola basket, bola voli, boling, 

bridge, bulutangkis, catur, dayung atau kayak, futsal,golg, 

gulat, hoki, igo, judo, karate, dayung atau kano, kriket, layar, 

loncat indah, menembak, menyelam, parkour, panjat dinding, 
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polo air, panahan, paralayang ,petanque, pilates, renang, rugby, 

seni beladiri, sepakbola, sepak takraw, sepatu roda, senam, ski 

air, sofbol, tarung derajat, taekwondo, tenis, tenis meja, tinju, 

wushu.  

Olahraga modern itu terbagi lagi menjadi: 

1. Olahraga amatir yaitu olahraga yang dilakukan atas dasar 

kecintaan atau kegemaran berolahraga. 

2. Olahraga professional yaitu olahraga yang dilakukan untuk 

memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain 

yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. 

2.1.9. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan suatu 

kegiatan yang meliputi pengolahraga, ketenagaan, 

pengorganisasian, pendanaan, motede, prasarana dan sarana serta 

penghargaan keolahragaan yang dilaksanakan melakui tahap 

pengenalan olahraga, pemantauan, pemandu serta pengembangan 

bakat dan peningkatan prestasi. Hal itu sesuai dengan Pasal 21 ayat 

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang 

tersebut, Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan 

dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat 

daerah, nasional maupun internasional yang dilakukan oleh induk 

organisasi cabang olahraga tingkat pusat maupun tingkat daerah.  

Pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4, 

yaitu: 

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, dimana 

diarahkan dan dilaksanakan untuk mencapai prestasi olahraga 

pada tingkat daerah, nasional dan internasional.  

2. Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir 

3. Pembinaan dan pengembangan olahraga professional  

4. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat 
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Penjabatan hal tersebut bisa dilihat sebagai berikut: Bahwa 

suatu prestasi akan tercapai bila terpenuhi adanya komponen-

komponen, antara lain: 

1. adanya atlet potensial, dimana selanjutnya atlet tersebut akan 

dibina dan diarahkan oleh pelatih 

2. Pelatih, Keberadaannya sangat penting karena bertugas untuk 

membina dan mengarahkan si atlet potensial tadi 

3. Adanya sarana dan prasaran latihan 

4. Kebutuhan kesejahteraan dari pelatih dan sang atlet  

5. Adanya perhatian dari Pembina maupun pengurus induk 

cabang olahraga 

6. Adanya pendanaan yang mencukupi untuk terlaksananya 

semua kegiatan olahraga tersebut  

7. Peranan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan 

kegiatan olahraga itu. 

2.1.10.  Pengelolaan Keolahragaan 

Pengelolaan system keolahragaan dalam konteks nasional 

merupakan tangugng jawab Menteri. Pemerintah sendiri  

menentukan kebijakan nasional standar keolahragaan nasional 

serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan 

keolahragaan nasional. Pemerintah propinsi melaksanakan 

kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, 

pengembangan, penetapan standardisasi, penggalangan sumber 

daya dan pengawasan  Pemerintah Kabupaten/Kota wajib 

mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan 

yang bertaraf nasional dan/internasional. Selain itu, dalam 

pengelolaan keolahragaan ini, Pemerintah pusat,Pemerintah 

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga mendapat 

bantuan dari Komite Olahraga. 

Pengelolaan olahraga secara bisnis dapat menghasilkan 

keuntungan (dana). Akan tetapi keuntungan yang dapat diraih 

sangat tergantung pada mutu fasilitas, produk, pertandingan atau 
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jasa yang dijual, memiliki daya tarik dan ditampilkan pada saat 

yang tepat, di tempat strategis. 

Ada beberapa persyaratan agar kegiatan olahraga dapat 

menjadi bisnis. Pertama, masyarakat sudah memiliki kesadaran 

olahraga dapat membugarkan tubuh dan jiwa, meningkatkan 

kecerdasan (inteligensi dan emosional), meningkatkan 

produktivitas kerja, mengurangi biaya perawatan kesehatan. 

Sosialisasi peran dan fungsi olahraga seperti ini selayaknya menjadi 

program utama pelaku olahraga. 

Kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat sudah tinggi 

sehingga masyarakat tidak hanya bergelut memenuhi kebutuhan 

primer (perut) tetapi masyarakat sudah memerlukan kebutuhan 

tertier semisal rekreasi dan tontonan (pertandingan olahraga). 

Karena itu negara (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) 

selayaknya mengusahakan dengan cerdas peningkatan 

kesejahteraan masyarakat ini. 

Ketiga, para pengusaha sudah menyadari potensi dan peluang 

bisnis dari kegiatan olahraga.Karena itu pemerintah berkewajiban 

mempromosikan dan menyakinkan para pengusaha bahwa 

kegiatan olahraga menyimpan potensi dan peluang bisnis yang 

besar terutama derivasi bisnis kegiatan olahraga itu sendiri seperti 

transportasi, pariwisata, jasa pelayanan tempat olahraga, 

perdagangan peralatan olahraga. 

Keempat, pemilik modal dan pengurus organisasi 

keolahragaan serta pelaku olahraga lainnya tidak cukup hanya 

individu yang mencintai olahraga yang mau berkorban tenaga dan 

materi, tetapi selayaknya mereka memiliki jiwa wirausaha. 

Pelaku olahraga tidak hanya berpikir menghabiskan dana 

tetapi sudah selayaknya mengerjakan bagaimana aktivitas olahraga 

yang dilakukan dan diselenggarakan dapat menghasilkan dana. 

Pengurus dan pemilik klub atau organisasi olahraga dituntut 

memiliki kompetensi agar setiap event dan atau pertandingan 
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olahraga dapat menghasilkan keuntungan finansial (uang). Karena 

itu hukumnya wajib bagi mereka untuk mempunyai kompetensi 

pemasaran. 

Apalagi pemasaran produk event dan pertandingan olahraga 

tidak memerlukan kehadiran langsung konsumen di lapangan atau 

tempat event dan pertandingan, akan tetapi dapat melalui media 

radio atau televisi. Peluang semakin terbuka setelah semakin 

bertambahnya stasiun radio dan televisi, tidak bisa tidak, 

kompetensi melakukan negosiasi dan kontrak dengan stasiun radio 

dan televisi menjadi sangat penting. 

Olahraga merupakan wahana yang memberikan kesempatan 

dan peluang kepada manusia untuk bersaing, menguasai, menang 

dan kalah.Olahraga seolah-olah menggantikan peran yang 

destruktif dan melenyapkan kebudayaan. Penyelenggaraan 

pariwisata dan olahraga akan maju dan berkembang dengan 

kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pariwisata dan olahraga iuga akan mendorong kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang strategis. Pariwisata dan olahraga 

adalah subjek dan sekaligus juga objek masa depan. 

Olahraga dan Pariwisata adalah ujung tombak kehidupan 

masa depan suatu Negara dan suatu daerah.Kebutuhan olahraga 

dan pariwisata serta semua kegiatan yang berkaitan dapat memicu 

bisnis baru, jasa dan produk baru. Karena kepentingan dan 

kebermanfaatan pariwisata dan olahraga serta keterkaitannya 

dengan kemajuan bidang lain, maka koordinasi dan dukungan 

semua pihak (instansi pemerintah, induk dan cabang organisasi 

olahraga, pelaku usaha dan organisasinya, LSM dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya) sangat diperlukan. 

2.1.11. Pelaku Olahraga 

Yang dimaksud dengan Pelaku olahraga adalah setiap orang 

dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam 

kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, 
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dan tenaga keolahragaan. Pengolahraga adalah orang yang 

berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, 

rohani,dan sosial.  

Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan 

secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk 

mencapai prestasi. Seorang olahragawan mempunyai hak antara 

lain: 

1. Didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan 

ahli hukum  

2. Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan 

ketentuan 

3. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk 

organisasi olahraga, organisasi olahraga professional atau 

organisasi olahraga fungsional 

4. Mendapatkan pendapatan yang layak. 

Sedangkan kewajibannya antara lain:  

1. Menunjung tinggi nama baik dan nilai luhur bangsa dan Negara. 

2. Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan 

olahraga yang dilaksanakan. 

3. Ikut menaati upaya pelestarian lingkungan hidup. 

4. Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap 

cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya. 

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan 

pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau 

pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan 

pengembanganolahraga. Pembina olahraga berhak memperoleh 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan bantuan hukum. 

Disisi lain, Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, 

olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan 

dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai 

dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan. 
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Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki 

kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Hak 

dari tenaga keolahragaan antara lain: 

1. Mendapatkan pembinaan, pengembangan dan peningkatan 

keterampilan melalui pelatihan  

2. Jaminan keselamatan 

3. Peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan,bantuan hukum 

dan/atau penghargaan 

Sedangkan kewajibannya antara lain: 

1. memiliki kualifikasi dan sertipikat kompetensi yang dikeluarkan 

oleh induk organisasi caving olahraga yang bersangkutan 

dan/atau instansi pemerintah yang berwenang. 

2. Bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan 

keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan /atau 

kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan. 

Kegiatan olahraga memiliki nilai kepada kehidupan manusia, 

baik nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.Nilai-nilai 

olahraga itu mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional, 

termasuk pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya 

manusia. Bahkan dapat dikatakan sistem manajemen dan 

pembinaan olahraga merupakan bagian integral pembangunan 

kualitas sumber daya manusia. 

Seringkali sebagian pihak menganggap kegiatan kurang 

memiliki kontribusi nyata kepada pembangunan nasional.Padahal 

olahraga memiliki nilai ekonomi karena dapat meningkatkan 

produktivitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. 

Kesegaran jasmani yang memadai dapat meningkatkan 

kemampuan kerja secara optimal serta dapat menghemat biaya 

pemeliharaan kesehatan. Pembinaan olahraga secara matang di 

masa depan akan memberi kontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan perorangan. Misalnya melimpah ruahnya bonus yang 

diterima oleh seorang atlet saat berprestasi di suatu pertandingan. 
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Kita pun dapat mengembangkan bisnis dan kegiatan yang 

berkaitan dengan olahraga. Olahraga pun dapat memicu kegiatan 

bisnis baru, misalnya pariwisata, tempat hiburan (rekreasi), 

perhotelan, restoran, pengembangan usaha kecil (makanan dan 

minuman, serta jajanan lainnya). Akhirnya derivasinya dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

Pada saat ini orang Indonesia tidak akan sulit untuk 

menemukan fitness centre, bowling alleys, kursus, klub dan 

organisasi olahraga, serta pertandingan, turnamen, dan fasilitas 

olahraga yang dioperasikan secara bisnis. Usaha intensifikasi dan 

ekstensifikasi perlu dilanjutkan dan merupakan peluang bisnis bagi 

seorang berjiwa wirausaha. 

Pelaku olahraga hendaknya memiliki kesadaran bahwa 

peranan olahraga dalam menciptakan bisnis sangat mungkin dan 

diperlukan. Mereka tidak dapat berjalan sendiri dalam melakukan 

industrialisasi olahraga. Karena itu hendaknya menggandeng 

pemilik modal sehingga bersinergi menghasilan rencana bisnis yang 

matang dan dapat diandalkan. 

Wawasan bisnis dan manajemen diperlukan untuk 

memajukan dan mengembangkan bisnis olahraga. Hal ini penting 

karena maju dan berkembangnya bisnis itu akan memicu penelitian 

dan pengembangan, meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengembangan ilmu dan teknologi olahraga, meningkatkan 

prestasi, serta memperbanyak kesempatan kerja. 

Setiap pertandingan memerlukan penonton dan hendaknya 

menarik banyak penonton. Pertandingan tanpa penonton pastilah 

gersang. Motif berprestasi atlet akan menurun apabila tidak ada 

penonton. Bagaimanapun juga teriakan penonton merupakan 

pemacu semangat bertanding para atlet. 

Pertandingan yang kurang penonton pun dapat dipastikan 

akan membangkrutkan panitia penyelenggara. Di sarnping 

pendapatan dari tiket akan merosot drastis, para pengusaha atau 
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perusahaan pun kurang berminat mensponsori pertandingan itu. 

Kondisi ini akan memoros kepada rendahnya tingkat kesejahteraan 

pelaku olahraga (terutama atlet dan pelatih) serta kurangnya sarana 

dan prasarana olahraga. 

Jika situasinya seperti itu maka akan menjadi lingkaran setan. 

Kualitas atlet menurun mengakibatkan prestasinya jeblok dan 

akhirnya pertandingan tidak bermutu.Dampaknya apresiasi 

masyarakat terhadap olahraga rendah sehingga tidak datang 

manakala ada pertandingan olahraga.Karena itu memajukan 

olahraga, meningkatan partisipasi dan apresiasi masyarakat, 

prestasi dan bisnis olahraga, saling berkaitan dan saling 

menunjang. 

2.1.12.  Peran Serta Masyarakat 

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non 

pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang 

keolahragaan. Kenyataan bahwa partisipasi masyarakat Indonesia 

terhadap olahraga ditunjukkan dengan tingginya minat masyarakat 

dalam berolahraga dan beraktivitas jasmani. Partisipasi masyarakat 

Indonesia dalam olahraga dan aktivitas jasmani itu lebih bertujuan 

pada kesehatan, hanya sedikit yang bertujuan prestasi. Hal ini 

dapat berimplikasi bahwa pengembangan Industri olahraga dapat 

diarahkan pada masyarakat tersebut. 

 Partisipasi aktif dan teratur itu terbentuk berdasarkan 

kecintaan terhadap olahraga yang kemudian melekat sebagai 

bagian dari cara hidup dan budaya. Memberdayakan masyarakat 

dalam pengembangan industri olahraga bukan merupakan hal 

mudah, tetapi hal ini dapat dilakukan dengan melihat kebutuhan 

dan keadaan lingkungan dimana industri olahraga akan 

dikembangkan.  

Kekuatan (power), sumber daya (Resources), dan kolaborasi 

(collaboration) merupakan tiga kunci keberhasilan dalam 

pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam olahraga 
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merupakan kekuatan yang dapat memacu peningkatan sumber 

daya sehingga dibutuhkan kolaborasi dari seleuh elemen 

masyarakat untuk pengembangan olahraga sebagai sebuah 

industri. Tercapainya industri olahraga yang dikelola dari, oleh, dan 

untuk masyarakat. 

Sebagian besar dari masyarakat kita lebih senang bila dapat 

menyaksikan tontonan dengan gratis. Mereka yang biasa disebut 

kalangan atas gemar dimanjakan dengan tiket gratis, sementara 

masyarakat bawah berupaya menerobos pintu gerbang atau 

memanjat pagar agar dapat menikmati tontonan secara gratis. 

Simpulannya, masyarakat kita masih sangat menikmati dan 

merasa bangga apabila dapat menonton suatu pertandingan akbar 

dan bergengsi secara gratis. 

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan 

olahraga nasional kian terasa ketika Krisis multidimensi 

menghinggapi bangsa Indonesia. Menumbuhkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan industri olahraga memang bukan 

hal yang mudah di jaman sekarang ini, tapi kita harus bisa 

berbangga hati karena potensi masyarakat Indonesia yang begitu 

besar dalam menumbuhkan Industri olahraga. Sehingga 

permasalahan sekarang adalah bagaimana menggerakkan 

masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota 

Bontang pada khususnya untuk dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan industri olahraga Indonesia secara umum dan di 

Kota Bontang secara khusus. 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas jasmani 

dan olahraga merupakan tujuan pertama dari pengembangan 

industri olahraga. Ada 5 tahap proses pengenalan menuju olahraga 

dan aktivitas jasmani seseorang menurut Andersen dalam bukunya 

A Marketing Social Change (1995), yaitu; 

1)  tahap awal perenungan (tidak adapemikiran mengenai aktivitas 

jasmani);  
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2)  tahap perenungan (berpikir tentang melakukan aktivitas 

jasmani); 

 3)  tahap persiapan (mengambil keputusan untuk melakukan 

aktivitas jasmani);  

4)  tahap tindakan (melakukan aktivitas jasmani untuk pertama 

kali); 

 5)  tahap penegaran (melakukan aktvitas jasmani) (A Joint 

DCMS/Strategy Unit Report, 2002).  

Penjelasan dan pemaknaan kembali olahraga merupakan hal 

yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. 

Konsep olahraga secara definitif harus sama di seuruh wilayah 

indonesia. Persamaan persepsi pada olahraga melalui 

penyederhanaan pengertian dan makna akan memberikan 

kemudahan pada masyarakat dalam ikut berpartisipasi aktif untuk 

mengembangkan olahraga.  

Pemaknaan yang sederhana tetapi cukup luas adalah berawal 

dari pentingnya aktivitas jasmani bagi kehidupan. Seperti yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah wilayah Tenggara Inggris yang 

secara definitive mengartikan olahraga (sport) “Sport means all forms 

of physical activity which, through casual or organised participation, 

aim at expressing or improving physical fitness and mental well-

being, forming social relationships or obtaining results in competition 

at all levels” (Sport England, 2004). Mereka mengartikan olahraga 

sebagai semua bentuk dari aktivitas jasmani yang di organisasi 

maupun tidak, dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani dan mental yang baik, dalam bentuk hubungan sosial 

maupun memperoleh hasil dalam kompetisi di semua tingkat. 

2.2. Praktik Empiris 
2.2.1.  Prestasi Keolahragaan di Kabupaten Kota Bontang 

Bicara Keolahragaan di Kota Bontang, maka olah raga dalam 

arti untuk prestasi. Dipastikan ada hubungan dengan pembinaan, 

dan pembinaan sendiri pasti berhubungan dengan pendidikan. 
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Pembinaan olahraga biasanya menjadi bagian dari ekstrakurikuler. 

Untuk itu perlu sebelumnya diketahui gambaran pendidikan di 

Kota Bontang. Pendidikan di Kota Bontang telah ada sejak masih 

dalam wilayah Kabupaten Kutai, tetapi sejak menjadi daerah 

otonomi tahun 2000. Terbukti tempat pendidikan formal berupa 

sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas 

cukup banyak. Dari data yang diperoleh sampai tahun 2018, 

disajikan berikut: 

Tabel 2.1:Data Sekolah di Kota Bontang, 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Bontang, Pada Kanal Data 

Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Semester 2019/2020 ganjil. 

 
Data yang telah disajikan pada tabel 2.4 diatas menunjukkan 

bahwa jumlah sekolah SD sebanyak 56 (lima puluh enam) buah 

yang terdiri dari negeri sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan swasta 

sebanyak 26 (dua puluh enam) buah. Untuk jumlah Sekolah tingkat 

pertama sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah yang terdiri dari 

negeri sebanyak 9 (sembilan) buah dan swasta sebanyak 19 

(sembilan belas) buah. Sedangkan sekolah menengah tingkat atas 

No Sekolah 
Kec.Bontang 

Utara 
Kec.Bontang 

Selatan 
Kec.Bontang 

Barat 
Total 

Jumlah 

1 SD 20 25 11 56 

 Negeri 11 15 4 30 

 Swasta 9 10 7 26 

2 SMP 11 10 7 28 

 Negeri 2 5 2 9 

 Swasta 9 5 5 19 

3 SMA 4 4 3 11 

 Negeri 1 1 1 3 

 Swasta 3 3 2 8 

4 SMK 6 4 4 14 

 Negeri 1 2 1 4 

 Swasta 5 2 3 10 

5 SLB 5 0 0 5 

 Negeri 1 0 0 1 

 Swasta 4 0 0 4 

 Total 
Jumlah 

46 43 25 114 

 Negeri 16 23 8 47 

 Swasta 30 20 17 67 
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berupa SMA sebanyak 11 (sebelas) buah dengan rincian negeri 

sebanyak 3 (tiga) buah, swasta sebanyak 8 (delapan) buah, untuk 

SMK sebanyak 14 (empat belas) buah dengan rincian negeri 

sebanyak 4 (empat) buah dan swasta sebanyak 10 (sepuluh) buah. 

Ternyata Pemerintah Kota Bontang dan partisipasi masyarakat juga 

memiliki kepedulian yang baik dengan membentuk Sekolah Luar 

Biasa yaitu sekolah yang disedakan bagi peserta didik yang 

berkebutuhan khusus sebanyak 5 (lima) buah dengan status SLB 

negeri ada 1 (satu) buah dan swasta sebanyak 4 (empat) buah. 

Selanjutnya dengan perkembangan pendidikan di Kota 

Bontang membuktikan bahwa jumlah tenaga pendidik yaitu guru 

juga sudah cukup banyak. Secara keseluruhan dapat disajikan data 

guru yang ada di Kota Bontang pada tabel berikut: 

Tabel 2.2: Data guru/Tenaga Pengajar di Kota Bontang 
 

Sumbe 
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Bontang, Pada Kanal Data 

Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Semester 2019/2020 ganjil 

 

No Sekolah 
Kec.Bontang 

Utara 
Kec.Bontang 

Selatan 
Kec.Bontang 

Barat 
Total 

Jumlah 

1 SD 316 374 229 919 

 Laki-laki 75 93 54 222 

 Perempuan 241 281 175 697 

2 SMP 127 223 132 482 

 Laki-laki 39 86 52 177 

 Perempuan 88 137 80 305 

3 SMA 83 113 93 289 

 Laki-laki 31 41 53 125 

 Perempuan 52 72 40 164 

4 SMK 178 80 60 318 

 Laki-laki 85 31 27 143 

 Perempuan 93 49 33 175 

5 SLB 47 0 0 47 

 Laki-laki 15 0 0 15 

 Perempuan 32 0 0 32 

 Total 
Jumlah 

751 790 514 2.055 

 Laki-laki 245 251 186 682 

 Perempuan 506 539 328 1.373 
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Dari data yang telah disajikan pada tabel 2.5 diatas, maka 

jumlah guru yang ada di Kota Bontang sampai dengan tahun 2018 

sebanyak 2.055 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 682 orang 

dan perempuan sebanyak 1.373 orang. 

Selanjutnya berkaitan dengan jumlah peserta didik yang ada 

di Kota Bontang sampai dengan semester ganjil 2019/2020, 

sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.3: Data Peserta Didik  Kota Bontang sampai dengan 
Semester Ganjil 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No Sekolah 
Kec.Bontang 

Utara 
Kec.Bontang 

Selatan 
Kec.Bontang 

Barat 
Total 

Jumlah 

1 SD 6.644 7.847 4.516 19.007 

 Laki-laki     3.447 4.065 2.325 9.837 

 Perempuan 3.197 3.782 2.191 9.170 

2 SMP  2.044 4.013 2.245 8.302 

 Laki-laki   1.085 2.027 1.136 4.248 

 Perempuan 959 1.986 1.109 4.054 

3 SMA 1.155 1.541 1.588 4.284 

 Laki-laki 409 638 590 1.637 

 Perempuan    746 903 998 2.647 

4 SMK 2.108 1.087 733 3.928 

 Laki-laki 1.408 619 558 2.585 

 Perempuan 700 468 175 1.343 

5 SLB 233 0 0 233 

 Laki-laki 171 0 0 171 

 Perempuan 62 0 0 62 

 Total 
Jumlah 

12.184 14.488 9.082 35.754 

 Laki-laki 6.520 7.349 4.609 18.478 

 Perempuan 5.664 7.139 4.473 17.276 
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Bontang, Pada Kanal Data 

Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Semester 2019/2020 ganjil 

 

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 2.6 diatas, 

maka jumlah peserta didik di Kota Bontang keseluruhan semester 

ganjil 2019/2020 sebanyak 35.754 siswa dengan rincian jenis 

kelamin terdiri atas laki-laki sebanyak 18.478 siswa dan 

perempuan sebanyak 17.276 siswa. Bila dilakukan rangking, maka 

jumlah terbanyak adalah peserta didik pada tingkatan SD sebanyak 

19.007 siswa, ranking kedua diempati pada SMP sebanyak 8.302 

siswa, ranking ketiga adalah Pendidikan SMA sebanyak 4.284 

siswa, ranking keempat adalah pendidikan SMK sebanyak 3.928 

siswa, dan ranking terakhir adalah pendidikan SLB sebanyak 233 

siswa. Bila diprosentase, maka diperoleh gambaran peserta didik, 

sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini: 

Grafik 001: Data Peserta Didik (Siswa) Kota Bontang Semester 
Ganjil 2019/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Diolah Tim Penyusun, 2019 
 
Dengan demikian jumlah terbesar siswa adalah siswa SD 

sebanyak 19.007 siswa atau 53% bila dibanding pada keseluruhan 

data siswa. Sedangkan terkecil adalah pada siswa SLB hanya 
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sebanyak 233 siswa atau sebanding dengan 1% dari seluruh siswa 

yang ada. 

Selanjutnya untuk melengkapai data empiris ini, disajikan 

informasi mengenai prestasi olah raga yang pernah diraih Kota 

Bontang. Berikut disajikan historis prestasi olah raga Kota Bontang 

sejak tahun 2012. 

Tahun 2012 

1. Kota Bontang menempati posisi 5 besar dalam hasil akhir 

perolehan medali pada POPPROV ke XII Kalimantan Timur di 

Tarakan, yang lebih membanggakan atlet POPPROV Kota 

Bontang merupakan pelajar-pelajar asli Kota Bontang.  

2. 25 orang atlet – atlet berpotensi dan berprestasi Kota Bontang 

memberikan sumbangsih medali bagi Kalimantan Timur pada 

PON di Riau.  

3. Atlet anak cacat Kota Bontang, yang tergabung didalam Soina 

Kota Bontang. Mendapatkan kehormatan mewakili Indonesia 

dalam Tournament Special Olympic Asia Pacifics Brunei 

Darussalam.  

4. Team Sepakbola U-14 Kota Bontang menjadi juara pertama di 

Singa Cup Tahun 2012 yang merupakan kejuaraan internasional 

sepakbola U-14.  

5. Pesepakbola muda Kota Bontang yang tergabung dalam SSB U-

14 Kota Bontang yaitu Beni Okto mendapat penghargaan sebagai 

top skorer dan Muhammad Faisal sebagai pemain terbaik selama 

kejuaraan tersebut. 

Tahun 2013 

1. Atlet anak cacat Kota Bontang, yang tergabung didalam Soina 

Kota Bontang. Mendapatkan kehormatan mewakili Indonesia 

dalam Tournament Special Olympic Asia Pacifics di Australia. 

2. Team Sepakbola U-12 dan U-14 Kota Bontang menjadi runner up 

di Singa Cup Tahun 2013 yang merupakan kejuaraan 

internasional sepakbola junior.  
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3. Team Sepakbola U-16 Kota Bontang menjadi juara sepakbola 

piala Gubernur Kalimantan Timur tahun 2013.  

4. Tim Olahraga tradisional Kota Bontang mempertahankan 

prestasi yang membanggakan pada festival olahraga tradisional 

pada Erau di Kukar, Festival Kemilau Mahakan di Samarinda dan 

STB Cup di Kubar 

Tahun 2014 

1.  Atlet anak cacat Kota Bontang Mengikuti Pertandingan 7th 

Special Olympics Asia Pacific Borneo Cup 5a-Side Soccer 

Competition di Tarakan.  

2.  Kota Bontang menempati peringkat ke-4 dalam Pekan Olahraga 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 di Samarinda.  

3.  Kota Bontang menempati peringkat ke-4 dalam Pekan Olahraga 

Pelajar Provinsi Tahun 2014.  

4. Tim Olahraga tradisional Kota Bontang mempertahankan 

prestasi yang membanggakan pada festival olahraga tradisional 

pada Erau di Kukar dan Festival Kemilau Mahakan di Samarinda.  

5. Tim Sepakbola Kota Bontang lolos tahap penyisihan regional 

wilayah Kalimantan, dan berhak mengikuti kejuaraan Suratin 

Cup tingkat Nasional. 

Tahun 2015 

1. Juara LPI Kota Bontang tingkat SMA/Sederajat Tahun 2015 yaitu 

SMKN 1 Bontang, meraih juara umum dalam LPI Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2015.  

2. Tim Sepakbola Junior Kota Bontang U-12 menjadi juara III dalam 

Kejuaraan Internasional Singa Cup U-12 tahun 2015.  

3. Tim Sepakbola Junior Kota Bontang U-14 menjadi juara I dalam 

Kejuaraan Internasional Singa Cup U-14 tahun 2015.  

4. Pemain Tim Sepakbola Junior Kota Bontang U-14 meraih gelar 

individual, yaitu Pemain Terbaik atas nama Satyo Anggito 

Wijonarko dan Top Skor atas nama Hillarius Bryan Pahalatua 

Simbolon dengan 17 gol.  
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5. Tim Olahraga tradisional Kota Bontang mempertahankan 

prestasi yang membanggakan pada festival olahraga tradisional 

pada Erau di Kukar dan Festival Dahau di Sendawar Kubar.  

6. Tim Sepakbola Kota Bontang lolos tahap penyisihan regional 

wilayah Kalimantan, dan berhak mengikuti kejuaraan Suratin 

Cup tingkat Nasional.  

7. Penghargaan Provinsi Tahun 2015 Kategori penghargaan terbaik 

ke-2 bidang keolahragaan. 

Penelusuran data dilapangan tidak diperoleh data prestasi 

2016 sampai dengan tahun 2019. Namun demikian dalam 

pembentukan regulasi daerah tetap dibutuhkan. Apalagi belum ada 

regulasi daerah yang mengikat keolahragaan dalam produk hukum 

daerah berupa Peraturan Daerah. 

2.2.2. Fasilitas Keolahragaan Kota Bontang   

Penyelenggaraan keolahragaan di Bontang, bahkan diseluruh 

negara pasti berhadapan dengan pemenuhan fasilitas 

keolahragaraan. Terpenuhinya prestasi selalu ditunjang dengan 

pemenuhan fasilitas olah raga yang baik. Apalagi ada cabang olah 

raga tertentu  yang memang memerlukan fasilitas olah raga, dan 

bila tidak ada fasilitas itu, maka olah raga tidak bisa dilaksanakan. 

Fasilitas berupa sarana dan prasarana olah raga itu, yaitu: 

a.  Sarana dan prasarana olahraga yang tercatat sebagai aset :  

1.  Stadion Taman Prestasi  

2.  Stadion Bessai Berinta  

3.  Gedung Olahraga Taman Lestari  

4.  Lapangan Tennis Bessai Berinta  

5.  Lapangan Tanjung Laut  

b. Sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga yang 

direncanakan akan diserahkan pengelolaannya :  

1.  Gedung Graha Pemuda  

2.  Sport Center Kota Bontang  
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c.  Data Aset Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Per 31 

Desember 2015. (Data terbaru sampai tahun 2019 per 31 

September 2019 tidak ditemukan. 

3 
 
 
3.1. Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Beserta Peraturan Pelaksanaan dan teknis 
 

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang memiliki manfaat 

besar bagi manusia. Olahraga sebagai aktivitas manusia berfungsi 

mensehatkan jasmani. Fungsi olahraga sesuai ketentuan dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan, berbunyi: 

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian 
bangsa yang bermartabat. 

 
Pentingnya Keolahragaan dilakukan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dengan peran negara dalam mewujudkan fungsi 

olahraga itu. Demkian pula dengan tujuan keolahragaan itu 

tentunya diadakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, 

menyebutkan: 

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan 
kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan 
nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan 
membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan 
nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan 
bangsa. 

 
Secara umum tujuan yang ingin dicapai sebenarnya terletak 

dari hakekat olahraga itu sendiri meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran agar kualitas manusia juga meningkat. Karena seperti 

prinsip olah raga adalah “Mensana in corpor esano” (Dalam tuhuh 

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEOLAHRAGAAN 
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yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula). ang artinya "didalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat". Istilah ini sering kita 

dengar di acara motivasi, acara kesehatan ataupun saat para guru 

yang menasehati murid-muridnya agar lebih rajin olahraga dan 

menjaga kesehatannya. Akan tetapi sering timbul pertanyaan, 

apakah benar istilah itu? Apakah ada korelasi antara fisik dan 

kejiwaan? Ataukah istilah itu hanya slogan yang dibuat untuk 

memotivasi orang-orang agar berperilaku lebih sehat?. Tentu saja 

keduanya saling berkaitan. Kesehatan fisik dan jiwa saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. Fisik yang kurang sehat dapat 

mempengaruhi kondisi emosional dan perilaku (kejiwaan) sehingga 

menjadi menurun atau tidak adaptif. Sebaliknya, kondisi emosional 

yang menurun atau tertekan dapat mempengaruhi kondisi fisik 

baik secara akut (dalam bentuk psikosomatis), dalam bentuk kronis 

(pada beberapa jenis gangguan somatoform) ataupun mewujud 

dalam bentuk memperparah kondisi fisik atau organ yang lemah 

(jantung, darah tinggi dll).  

Olahraga dalam ruang lingkupnya terdiri dari beberapa bagian, 

yaitu: 

a.  olahraga pendidikan.  

Pengertian dari olah raga pendidikan sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 18, adalah olahraga pendidikan diselenggarakan 

sebagai proses pendidikan. Sehingga semua tingkatan 

pendidikan mulai dari pendidikan dasar, dan menengah 

dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Olahraga 

pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal 

maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau 

ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. 

Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal 

dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Olahraga 

pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga 

https://www.kompasiana.com/tag/kesehatan
https://www.kompasiana.com/tag/kejiwaan
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pendidikan dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat 

dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap 

satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan berkewajiban 

menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. Setiap satuan pendidikan dapat 

melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala 

antarsatuan pendidikan yang setingkat. Kejuaraan olahraga 

antarsatuan pendidikan dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, 

wilayah, nasional, dan internasional.  

b.  olahraga rekreasi. 

 Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan 

kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat 

dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, 

perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi, 

bertujuan:  

a). memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan 

kegembiraan;  

b).  membangun hubungan sosial; dan/atau  

c).  melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah 

dan nasional.  

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban 

menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. 

Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu 

yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, 

keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:  

a).  menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai 

dengan jenis olahraga; dan  

b).  menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis 

olahraga.  
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Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau 

organisasi olahraga.  

c.  olahraga prestasi. 

 Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam 

rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga 

prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, 

kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga 

prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan 

pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan 

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan 

mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.  Untuk memajukan 

olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat dapat mengembangkan:  

a).  perkumpulan olahraga; 

b).  pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi keolahragaan;  

c).  sentra pembinaan olahraga prestasi;  

d).  pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;  

e).  prasarana dan sarana olahraga prestasi;  

f).  sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;  

g).  sistem informasi keolahragaan; dan  

h).  melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada 

tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan 

kebutuhan.  

Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap 

penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga 

medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis 

penyelenggaraan olahraga prestasi.  
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Keolahragaan dikontruksikan sebagai suatu norma hukum 

yang memuat: 

1.  Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban dalam keolahragaan dibebankan kepada 

seluruh rakyat. Elemennya kemudian dikontruksikan 

pembebanan hak dan kewajiban ini kepada masyarakat, orang 

tua, dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:  

a.  melakukan kegiatan olahraga;  

b.  memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;  

c.  memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang 

sesuai dengan bakat dan minatnya;  

d.  memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan 

dan pengembangan dalam keolahragaan;  

e.  menjadi pelaku olahraga; dan  

f.  mengembangkan industri olahraga.  

Bahkan negara juga memperlakukan secara khusus bagi warga 

masyarakat disabilitas. Warga negara yang memiliki kelainan 

fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh 

pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus. Secara umum 

setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam 

kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana 

olahraga serta lingkungan. Secara khusus bagi Orang tua 

mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan 

mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan 

keolahragaan anaknya. Orang tua berkewajiban memberikan 

dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam 

olahraga. Sedangkan Masyarakat mempunyai hak untuk 

berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan. 

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya 

dalam penyelenggaraan keolahragaan. Pemerintah dan 
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pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, 

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 

keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan 

pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya 

kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa 

diskriminasi.  

2.  Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan 

pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan 

pengembangan meliputi pengolahraga, ketenagaan, 

pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, 

serta penghargaan keolahragaan. Pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap 

pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta 

pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur 

keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis 

pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang 

berlangsung sepanjang hayat. Pemerintah melakukan 

pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan 

kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, 

komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, 

perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, 

pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Masyarakat dapat 

melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui 

berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang 

dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri. 

Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat 

dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan 
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masyarakat setempat. Masyarakat dalam melakukan 

pembinaan dan pengembangan olahraga dapat membentuk 

organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan 

undang-undang. Lembaga pemerintah maupun swasta 

berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk 

meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta 

kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-

masing. 

 Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan 

dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang 

sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan 

nasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan 

dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat 

kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang 

memadai. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan 

pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada 

peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai 

dengan bakat dan minat. Pembinaan dan pengembangan 

olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan 

potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara 

menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler.  Pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan dilakukan secara teratur, bertahap, dan 

berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan 

dan perkembangan peserta didik. Untuk 

menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga 

pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit 

kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan 

pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya 

kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan. Unit 
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kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan 

pelatihan, atau sekolah olahraga disertai pelatih atau 

pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari 

induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau 

instansi pemerintah. Pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat 

tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.  

 Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan 

dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya 

mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan 

kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial. 

Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun 

dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana 

olahraga rekreasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga 

rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, 

mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga 

tradisional yang ada dalam masyarakat. Pembinaan dan 

pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis 

masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, 

menarik, manfaat, dan massal. Pembinaan dan pengembangan 

olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya 

menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan 

perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta 

menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang 

dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan 

internasional.  

 Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan 

dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat 

daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan dan 

pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk 

organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun 
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pada tingkat daerah. Pembinaan dan pengembangan olahraga 

prestasi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan 

sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga 

keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 

dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, 

menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang 

bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi 

secara berjenjang dan berkelanjutan. Pembinaan dan 

pengembangan olahraga prestasi melibatkan olahragawan 

muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan 

pengembangan bakat sebagai proses regenerasi. 

 Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan 

dan diarahka pendidikan, rekreasi, dan prestasi. 

 Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional 

dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi 

olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. 

Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan 

oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi 

olahraga profesional.  

 Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat 

dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, 

rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Pembinaan dan 

pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh 

organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan 

melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang 

berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, 

dan internasional. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam 

masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan 

pengembangan olahraga khusus penyandang cacat. Pembinaan 

dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan 
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pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan 

olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi 

penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik 

dan/atau mental seseorang.  

3.  Pengelolaan Keolahragaan 

 Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung 

jawab Menteri. Pemerintah menentukan kebijakan nasional, 

standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan 

pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional. 

Pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, 

perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, 

penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan 

pengawasan. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan 

perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan 

standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan 

yang berbasis keunggulan lokal. Pemerintah kabupaten/kota 

wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga 

unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional. Dalam 

pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk 

organisasi cabang olahraga. Induk organisasi cabang olahraga 

dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan 

kabupaten/kota. Induk organisasi cabang olahraga membentuk 

suatu komite olahraga nasional. Pengorganisasian komite 

olahraga nasional ditetapkan oleh masyarakat yang 

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional 

bersifat mandiri. Komite olahraga nasional mempunyai tugas:  

a.  membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional 

dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan 

olahraga prestasi pada tingkat nasional;  
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b.  mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, 

organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga 

provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;  

c.  melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan 

olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan  

d.  melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan 

multikejuaraan olahraga tingkat nasional.  

Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh 

pemerintah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga 

provinsi. Komite olahraga provinsi dibentuk oleh induk 

organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri. 

Pengorganisasian komite olahraga provinsi ditetapkan oleh 

masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pengelolaan olahraga pada tingkat 

kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota 

dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota. Komite 

olahraga kabupaten/kota dibentuk oleh induk organisasi 

cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri. 

Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota ditetapkan 

oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Komite olahraga provinsi dan komite 

olahraga kabupaten/kota mempunyai tugas:  

a.  membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan 

daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan 

pengembangan olahraga prestasi;  

b.  mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan 

organisasi olahraga fungsional;  

c.  melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan 

olahraga prestasi; dan  

d.  menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan 

keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan 

olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.  
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Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, 

dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak 

terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. 

4.  Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 

wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta 

prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Penyelenggaraan 

kejuaraan olahraga meliputi:  

a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat 

wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional;  

b.  pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan 

olahraga nasional;  

c.  kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan  

d.  pekan olahraga internasional.  

Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional 

bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian 

dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa 

melalui pencapaian prestasi. Keikutsertaan Indonesia 

dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National 

Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh International 

Olympic Committee. Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan 

dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh 

dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games, Asian 

Games, South East Asia Games, dan pekan olahraga 

internasional lain. Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai 

dengan peraturan International Olympic Committee, Olympic 

Council of Asia, South East Asia Games Federation, dan 

organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi 

Komite Olimpiade Indonesia. Penyelenggaraan kejuaraan 

olahraga bertujuan:  

a.  memasyarakatkan olahraga;  
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b.  menjaring bibit atlet potensial;  

c.  meningkatkan kesehatan dan kebugaran;  

d.  meningkatkan prestasi olahraga;  

e.  memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan  

f.  meningkatkan ketahanan nasional.  

Pekan olahraga nasional diselenggarakan secara periodik dan 

berkesinambungan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan pekan olahraga nasional dengan menugasi 

komite olahraga nasional selaku penyelenggara. Pemerintah 

daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional. 

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilakukan dengan prinsip 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. 

Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan pekan olahraga daerah. Induk organisasi 

cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Organisasi olahraga 

penyandang cacat bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat. Induk 

organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional. 

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional 

dilaporkan kepada Pemerintah. 

Pengajuan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara 

pekan olahraga internasional diusulkan oleh Komite Olimpiade 

Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. 

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

pekan olahraga internasional yang dilaksanakan di Indonesia. 

Penyelenggaraan pekan olahraga internasional ditugaskan 

pelaksanaannya kepada Komite Olimpiade Indonesia. 

Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan 

teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan 
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daerah setempat. Penyelenggara kejuaraan olahraga yang 

mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan 

rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang 

bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. 

Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki penanggung 

jawab kegiatan. Setiap orang dan/atau badan hukum asing 

dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Indonesia 

dalam bentuk kemitraan dengan induk organisasi cabang 

olahraga nasional. Setiap penonton dalam kejuaraan olahraga 

wajib menjaga, menaati, dan/atau mematuhi peraturan 

perundangan mengenai ketertiban dan keamanan. Perlakuan 

pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan kejuaraan 

atau kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.  

5.  Pelaku Olahraga 

Pelaku Olahraga yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) pelaku, 

yaitu: (1) Olahragawan, (2) Pembina Olahraga, dan(3) Tenaga 

Keolahragaan. 

(1) Olahragawan 

Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan 

profesional. Olahragawan penyandang cacat merupakan 

olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus. 

Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan olahraga yang 

menjadi kegemaran dan keahliannya. Olahragawan amatir 

mempunyai hak:  

a.  meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan 

olahraga;  

b.  mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan 

cabang olahraga yang diminati;  

c.  mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah 

melalui seleksi dan/atau kompetisi;  
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d.  memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti 

kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; 

dan  

e.  beralih status menjadi olahragawan profesional.   

Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga 

sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap orang dapat 

menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi 

persyaratan:  

a.  pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti 

kompetisi secara periodik;  

b.  memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;  

c.  memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan  

d.  memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status 

dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional 

yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang 

bersangkutan.  

Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk:  

a.  didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, 

psikolog, dan ahli hukum;  

b.  mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan 

ketentuan;  

c.  mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk 

organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, 

atau organisasi olahraga fungsional; dan  

d.  mendapatkan pendapatan yang layak.  

Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan 

olahraga khusus bagi penyandang cacat. Setiap olahragawan 

penyandang cacat berhak untuk:  

a.  meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan 

olahraga penyandang cacat;  

b.  mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan 

kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan  
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c.  mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang 

bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui 

seleksi dan/atau kompetisi.  

Sedangkan terkait dengan kewajiban bagi setiap olahragawan 

dibebankan:  

a.  menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

b.  mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan 

olahraga yang dilaksanakan;  

c.  ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan  

d.  menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap 

cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi 

profesinya.  

Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan 

pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga amatir. 

Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan 

pengembangan dari cabang olahraga profesional dan/atau 

bergabung dalam cabang olahraga amatir yang dinaungi oleh 

suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah. 

Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan 

pengembangan dari organisasi olahraga penyandang cacat. 

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan 

dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar 

perkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.  

(2) Pembina Olahraga  

Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk 

organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan 

tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus. 

Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan 

olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi. 

Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan 
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pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan 

hukum. Pembina olahraga berkewajiban:  

a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap 

organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan 

pendanaan keolahragaan; dan  

b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga 

sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.  

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam 

setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:  

a.  memiliki kualifikasi dan kompetensi;  

b.  mendapatkan rekomendasi dari induk organisai cabang 

olahraga yang bersangkutan; dan  

c.  mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Tenaga Keolahragaan  

Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, 

juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, 

instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli 

biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

kegiatan olahraga. Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam 

setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib 

memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan 

oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan 

dan/atau instansi pemerintah yang berwenang. Tenaga 

keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan 

kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau 

kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan. 

Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui 

penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk 

itu. 
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Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak 

untuk mendapatkan:  

a.  pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan 

melalui pelatihan;  

b.  jaminan keselamatan;  

c.  peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan 

hukum, dan/atau penghargaan.  

Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap 

organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:  

a.  memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;  

b.  mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang 

olahraga yang bersangkutan; dan  

c.  mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6.  Prasarana dan Sarana Olahraga 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung 

jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. 

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan 

prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan 

Pemerintah dan pemerintah daerah. Jumlah dan jenis 

prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan 

potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. 

Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi 

jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan 

perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan 

prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan 

kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya 

diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik 

pemerintah daerah setempat. Setiap orang dilarang meniadakan 

dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah 
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menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa 

rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri 

sarana olahraga dalam negeri. Setiap orang atau badan usaha 

yang memproduksi sarana olahraga wajib memperhatikan 

standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang 

bersangkutan. Sarana olahraga diproduksi, diperjualbelikan, 

dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk 

pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar 

kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Produsen wajib memberikan informasi 

tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan 

sarana olahraga untuk memberikan pelindungan kesehatan dan 

keselamatan. Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, 

dan pajak penjualan atas barang mewah untuk sarana olahraga 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan dan perpajakan.  

7.  Pendanaan Keolahragaan 

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.  

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan 

anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan 

prinsip kecukupan dan keberlanjutan. Sumber pendanaan 

keolahragaan dapat diperoleh dari:  

a.  masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku;  

b.  kerja sama yang saling menguntungkan;  

c.  bantuan luar negeri yang tidak mengikat;  

d.  hasil usaha industri olahraga; dan/atau  



Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 
Universitas Mulawarman 

2019 
70 

 

e.  sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada 

prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

publik. Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah 

dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan 

pajak bagi setiap orang yang memberikan dukungan dana 

untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam bidang perpajakan. 

8.  Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 

melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional. 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat 

membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat 

untuk memajukan pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan nasional. Pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih 

teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama 

antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional 

yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan 

olahraga.  

9.  Peran Serta Masyarakat 

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. 

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, 

kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau 
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organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip 

keterbukaan dan kemitraan. Masyarakat dapat berperan 

sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, 

pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga. 

Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan.  

10. Kerja Sama dan Informasi Keolahragaan 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat saling 

bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Kerja sama dilakukan dengan 

memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip 

keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat 

menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang 

keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan pemerintah 

daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi 

kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan nasional. Dalam menyediakan 

dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan 

pusat informasi keolahragaan nasional dengan memanfaatkan 

media massa dan media lain serta museum keolahragaan 

nasional. Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan 

kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan 

mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan 

dan kondisi daerah.  

11. Industri Olahraga 

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib 

memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip 

penyelenggaraan keolahragaan. Industri olahraga dapat 

berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, 
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diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat. 

Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan 

cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara 

profesional yang meliputi:  

a.  kejuaraan nasional dan internasional;  

b.  pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan 

internasional;  

c.  promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau  

d.  keagenan, layanan informasi, dan konsultansi 

keolahragaan.  

Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat 

bermitra dengan Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi 

olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun 

luar negeri. Dalam melaksanakan kemitraan masyarakat 

membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa 

olahraga memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan 

kemajuan olahraga. Pembinaan dan pengembangan industri 

olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling 

menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri 

dan profesional. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra 

pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pewujudan 

kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan 

media lainnya. 

12. Standarisasi, Akredetasi, dan Sertifikasi 

Standar nasional keolahragaan meliputi:  

a.  standar kompetensi tenaga keolahragaan;  

b.  standar isi program penataran/pelatihan tenaga 

keolahragaan;  

c.  standar prasarana dan sarana;  
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d.  standar pengelolaan organisasi keolahragaan;  

e.  standar penyelenggaraan keolahragaan; dan  

f.  standar pelayanan minimal keolahragaan.  

Standar nasional keolahragaan harus ditingkatkan secara 

berencana dan berkelanjutan. Standar nasional keolahragaan 

digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan 

nasional. Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan 

pencapaian standar nasional keolahragaan dilakukan oleh 

Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai 

bentuk akuntabilitas publik.  

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan 

peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan 

dan organisasi olahraga. Akreditasi dilakukan atas dasar 

kriteria objektif yang bersifat terbuka. Akreditasi dilakukan oleh 

Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai 

bentuk akuntabilitas publik.  

Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:  

a.  kompetensi tenaga keolahragaan;  

b.  kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan  

c.  kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan 

kejuaraan.  

Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat 

kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga 

mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga 

yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik. 

Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai 

pengakuan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat kelayakan 

diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.  

 

 

13. Doping 
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Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga. Setiap induk 

organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi 

olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai 

sanksi. Pengawasan doping dilakukan oleh Pemerintah.  

14. Penghargaan 

Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga 

pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi 

dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi 

penghargaan. Penghargaan diberikan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, 

dan/atau perseorangan. Penghargaan dapat berbentuk 

pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, 

kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, 

kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, 

kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat 

bagi penerima penghargaan.  

15. Pengawasan 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan 

pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan. Pengawasan 

dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan 

oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.  

Olahraga juga dapat dilakukan pertandingan untuk 

memperoleh prestasi kemenangan. Walaupun hakekat dari 

kemenangan dari pertandingan olahraga adalah sportivitas, yang 

didalamnya berisikan kejujuran, kesabaran, menerima kekalahan. 

Bahkan dibalik dari olahraga untuk mencapai prestasi, sebenarnya 

olahraga juga mendatangkan hasil lain melalui promosi yang massif 

dan berdampak pada pendapatan negara atau daerah. Hal ini 

karena event-event atau pertandingan-pertandingan, maka 

kunjungan pariwisata juga mempengaruhi pendapatan negara atau 

daerah.  
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Hadirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional merupakan harmoni dari keseluruhan 

subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, 

terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan 

nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain adalah pelaku 

olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana 

olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan 

termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri 

olahraga. Interaksi antarsubsistem perlu diatur sedemikian rupa 

guna mencapai tujuan keolahragaan nasional.  

Undang-undang ini juga mengatur secara tegas mengenai hak, 

kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab semua pihak baik 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam 

rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan 

nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan 

pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan 

membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat 

dan daerah. Dalam hal ini, UU nomor 3 tahun 2005 merupakan 

payung hukum dan dasar pijakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, danevaluasi dalam pembinaan olahraga di Indonesia.  

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 

beserta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 

2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan 

Pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga, 

pelaksana pembinaan keolahragaan di Indonesia dalam kurun 

waktu selama ini telah berpedoman pada undang-undang dan 

peraturan pemerintah tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa 

Pasal yang mengatur tentang pengelolaan keolahragaan, yaitu Pasal 

35 mengenai pembentukan induk organisasi cabang olahraga, Pasal 

36 mengenai pembentukan komite olahraga nasional yang bersifat 
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mandiri, serta dalam Pasal 40 mengenai kepengurusan komite olah 

raga nasional. 

Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 

merupakan pasal kontroversial yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengurus komite 

olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga 

kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan 

jabatan struktural dan jabatan publik. Adanya anggapan bahwa 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 bersifat 

diskriminatif merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

pelaksanaan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 

tersebut tidak berjalan maksimal. Beberapa pihak telah 

mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. 

Namun, MK menolak permohonan peninjauan kembali pasal 

tersebut. Studi ini pada dasarnya terfokus kepada upaya 

menganalisis modal sosial KONI yang berpotensi menunjang 

pelaksanaan Pasal 40 melalui jaringan dan bentuk kerjasama yang 

dikembangkan oleh KONI. Perubahan karakteristik modal sosial 

pada KONI diduga akan memengaruhi kinerja yang dihasilkan. 

Indikator kinerja KONI tersebut dapat dilihat melalui keefektifan 

pelaksanaan program kerja. 

3.2. Analisis Kewenangan Keolahragaan dari Perspektif Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
 
Keolahragaan termasuk dalam bagian kewenangan yang 

menjadi fokus untuk dibahas. Pembahasan ini pada kewenangan 

Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. 

Batasan substansi keolahragaan ditentukan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan beserta peraturan pelaksanaan dan teknis. 

Sedangkan batasan kewenangannya apa saja yang dapat 

dilaksanakan Pemerintah, dan diberikan kepada Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini berkaitan 
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dengan kelembagaan dari Pemerintah dan Daerah dapat melakukan 

tugas dan kewenangannya terkait dengan keolahragaan. 

Kelembagaan di Daerah ini sebagai Organisasi Pemerintah 

Daerah (OPD) ditentukan dari kewenangan konkuren, dan tugas 

pembantuan Daerah dalam melaksanakannya. Kualifikasi 

kewenangan Konkuren yang ditentukan dan diklasifikasi menjadi 

pelayanan wajib dan pelayanan pilihan. Sedangkan pelayanan wajib 

dibagi pula menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Wajib pelayanan Dasar, 

dan Wajib Bukan Pelayanan Dasar. 

Keolahragaan dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah 

termasuk dalam rumpun Urusan Pemerintahan wajib bukan 

pelayanan dasar. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

12 ayat (2) huruf m “kepemudaan dan olah raga”. Secara rinci 

kewenangan dalam urusan Keolahragaan, ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Kewenangan Pemerintah  

a.  Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada 

jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat. 

b.  Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan 

internasional. 

c.  Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat 

internasional. 

d.  Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat 

nasional.  

e.  Kerja sama keolahragaan internasional. 

2. Kewenangan Daerah Provinsi 

a.  Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada 

jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah 

provinsi. 

b.  Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. 
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c.  Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat 

nasional. 

d.  Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat 

Daerah provinsi. 

3. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

a.  Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada 

jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. 

b.  Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah 

kabupaten/kota. 

c.  Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat 

Daerah provinsi. 

d.  Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat 

Daerah kabupaten/kota. 

Kewenangan ini dibagi dalam rangka mempermudah dalam 

membuat kebijakan, menyusun rencana kerja, pelaksanaan dan 

evaluasi kerja di bidang keolahragaan, serta membangkitkan 

partisipasi aktif masyarakat di bidang keolahragaan. Partisipasi 

aktif masyarakat secara katif dimaksudkan dengan tujuan untuk 

kebugaran atau kesehatan, prestasi dan professional. Walaupun 

terkadang seringkali dalam penyelenggaraan keolahragaan 

menghadapi berbagai permsalahan. Permasalahan keolahragaan 

baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan 

berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 

dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah 

saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan 

memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap 

perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai 

instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini 

dan masa yang akan datang. Dalam Undang-undang keolahragaan 

dan undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut, mem-
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perhatikan asas desentralisasi, otonomi dan upaya serta 

masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan 

akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna 

mewujdkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu 

secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Pe-

nanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara 

sekadarnya tetapi harus di-tangani secara profesional. 

Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengem-

bangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan 

pengembangan hubungan ker-ja para pihak terkait secara 

harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling 

menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan 

untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses. 

Sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berupaya 

serta dalam kegiatan keolahrgaan, memungkinkan semua pihak 

untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian 

untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya 

mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan 

penyimpangan. 

Sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional sampai ke 

daerah bisa tercapai. Sekali lagi digambarkan dalam kedua Undang-

undang tersebut bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan 

keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara ter-

encana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan 

keolahragaan nasional. Sub-sistem yang dimaksud antara lain, 

pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan 

prasarana olahraga, upaya serta masyarakat, dan penunjang 

keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan 

industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh 

semua pihak.  
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Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan 

memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta 

upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi 

tantangan subsistem anta-ra lain, melalui peningkatan koordinasi 

antar lambaga yang menangani keolahragaan, pembinaan 

organisasi keolahragaan, pem-binaan sumber daya manusia 

keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningatan 

sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem 

pembinaan olahraga secara menyeluruh. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

4 
 
4.1. Landasan Filosofi Pengaturan Daerah Keolahragaan Kota 

Bontang 

 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

KEOLAHRAGAAN 
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Dalam pembahasan berkaitan dengan keolahragaan di Kota 

Bontang sangat penting dengan memberikan landasan secara 

filosofis. Landasan filosofis sebagai basis perumusan tujuan dari 

bangunan norma yang hendak dibentuk. Dalam diskursus 

landasan filosofis, substansi kajiannya tidak terlepas dari 

pendekatan filsafat hukum. Filsafat hukum mempelajari hukum 

secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk 

memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat 

dikatagorikan sebagai unsur pembentuk hukum, yaitu:  

1).  Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.  

2).  Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa 

gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat 

koherensi, korespondensi dan fungsinya.32 

Lebih jauh Muchsin dalam bukunya Ikhtisar Filsafat Hukum 

menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum 

secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara 

sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna 

terdalam dari sesuatu itu.33 Kemudian hukum disimpulkan sebagai 

aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah 

laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan 

yang keberadaanya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata 

dari pihak yang berwenang di sebuah negara.34 

Pentingnya muatan filosofi dalam setiap peraturan, terlebih 

lagi Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Keolahrgaaan, dalam 

pandangan hukum selain hakekat hukum yang akan diatur juga 

penyusunan suatu hierarki norma-norma sehingga berlapis-lapis 

dan berjenjang-jenjang. Suatu peraturan baru dapat diakui secara 

 
32  Slide Muchsin, yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasarjana 

Program Magister Hukum Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 
tanggal 11 November 2007. 

33  Muchsin, Ikhtisar Filsafat Hukum, Ibid, hlml 13 
34  Ibid, hlm 24 
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legal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi. Seluruh sistem 

hukum mempunyai struktur piramidal, mulai dari yang abstrak 

(ideologi negara dan UUD) sampai yang konkrit (Undang-Undang 

dan peraturan pelaksanaan). Menurut Hans  dan Nawiasky dalam 

Abdul Ghofur Anshori "Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung" 

ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan: 

1.  Norma dasar (grundnorm).Norma dasar negara dan hukum yang 
merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih 
lanjut. 

2. Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan, 
norma-norma yang menjamin berlansungnya negara dan 
penjagaan hak-hak anggota masyarakat. Aturan ini bersifat 
umum dan tidak mengandung sanksi, maka tidak termasuk 
perundangundangan. 

3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-
sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut 
hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar. 

4. Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan 
otonom.35 
  
Secara filosofis, Pada hakekatnya kegiatan olahraga 

merupakan miniatur kehidupan. Hal ini dapat 

dikatakan  demikian  karena  di  dalam  aktifitas  olahraga  terdap

at  aspek-aspek  yang 

berkaitan  dengan  tujuan,  perjuangan,  kerjasama,  persaingan,  

komunikasi  dan  integrasi, 

kekuatan  fisik  dan  daya  tahan  mental,  kebersamaan,  sikaf  re

sponsif,  pengambilan 

keputusan,  kejujuran  dan  sportifitas.  Semua  aspek  ini  merup

akan  aspek-aspek  yang berada dalam diri manusia baik secara 

individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam 

berolahraga, berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas 

 
35  Abdul Ghofur Anshori, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran 

DanPemaknaan, Jogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 42 
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berbagai aspek yang diperlukan  untuk  dapat  eksis  ditengah-

tengah  masyarakat  yang  semakin  dinamis. 

Berdasarakan  nilai  yang  terkandung  dalam  olahraga  terse

but,  maka  sudah  selayaknya 

olahraga  ditempatkan  pada  posisi  prioritas,  karena  nilai-nilai 

tersebut  memang  sangat diperlukan oleh suatu bangsa yang ingin 

maju.karena itu, pembangunan dan pengembangan olahraga 

memiliki nilai sangat strategis bagi pembangunan karakter bangsa. 

Di tengah problematika bangsa yang begitu kompleks seperti saat 

ini, nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga dapat dijadikan 

sebagai katalisator bagi pembangunan karakter bangsa dan sector-

sektor pembangunan lainnya. 

Pembangunan olahraga memiliki nilai dan peran strategis 

dalam konteks pembangunan nasional. Arah 

kebijakan  penyelenggaraan kegiatan   olahraga  ditujukan 

untuk  menumbuhkan  budaya  olahraga  dan 

prestasi  guna  meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  melal

ui:  

(1) Mengembangkan 
kebijakan  dan  manajemen  olahraga  dalam  upaya  mewuju
dkan  penataan  sistem 

pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  secara  terpadu  d
an  berkelanjutan;   

(2) 
 Meningkatkan  akses  dan  partisipasi  masyarakat  secara  
lebih  luas  dan  merata  untuk 
meningkatkan  kesehatan  dan  kebugaran  jasmani  serta  m
embentuk  watak  bangsa; 

(3) 
 Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  olahraga  yang  su
dah  tersedia  untuk  mendukung pembinaan  olahraga;   

(4) 
 Meningkatkan  upaya  pembibitan  dan  pengembangan  pr
estasi 
olahraga  secara  sistematik,  berjenjang  dan  berkelanjutan;   

(5)  Meningkatkan  pola 

kemitraan  dan  kewirausahaan  dalam  upaya  menggali  pot
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ensi  ekonomi  olahraga  melalui 

pengembangan  industri  olahraga;  dan   
(6)  Mengembangkan  sistem  penghargaan  dan meningkatkan 

kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. 
 
Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, olahraga 

memiliki peran dan nilai strategis, yakni dapat dijadikan sebagai 

instrumen untuk membentuk 

karakter  bangsa  (nation  and  character  building)  yang  sangat  

diperlukan  untuk 

memperkuat  eksistensi  dan  masa  depan  bangsa.  Olahraga  pa

da  hakikatnya  merupakan investasi jangka panjang dalam rangka 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya. 

Mengingat  pentingnya  nilai-

nilai  olahraga  untuk  meningkatkan  kesejahteraan 

individu,  kelompok,  masyarakat  dan  bangsa,  maka  dalam  ran

gka  mencapai  tujuan keolahragaan  tersebut  penyelenggaraan 

kegiatan  olahraga  perlu  dilaksanakan  secara  sistematik dan 

berkelanjutan. 

Seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, 

penyelenggaraan kegiatan olahraga dihadapkan pada tantangan 

besar. Tantangan tersebut muncul melalui tingginya tuntutan 

publik terhadap prestasi para atlit. Sehingga olahraga sebagai 

instrumen pembangunan yang harus mengarah pada hasil 

pembangunan yang lebih meluas, dan penguatan desentralisasi 

pembangunan olahraga. Tantangan tersebut hendaknya 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah dan 

dalam hal ini Pemerintah Kota Bontang menjawab tantangan 

tersebut dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Keolahragaan. 

Sehingga secara filosofi, dapat diberikan pandangan dari 3 

(tiga) sisi nilai dasar (ground norm) sebagai berikut: 

1. Pancasila 
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Pancasila sebagai ideologi dan juga sebagai pandangan hidup 

berbangsa dan bernegara sebagai nilai dasar yang dijadikan 

seluruh elemen kehidupan masyarakat dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban itu tentunya 

dilahirkan dari pola dan sistem sosial masyarakat dengan tidak 

bertentangan pada nilai-nilai dasar tersebut. Pancasila 

memberikan kejelasan adanya toleransi kehidupan antar 

kehidupan beragama, kesukuan dan golongan yang berbeda 

untuk hidup bersama. 

2. Pembukaan UUD 1945 

 Pembukaan UUD 1945 jelas menegaskan bahwa negara 

berkewajiban untuk menciptakan suasana aman, damai, 

tertib, dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Sebagai 

bentuk kewajiban negara untuk menciptakan hal tersebut, 

maka secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum. Aktualisasi kewajiban dari Pembukaan 

UUD 1945 yang sangat fundamental itulah, maka dibuat 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penciptaan aman, damai, tertib, dan nyaman  

3. Kearifan lokal, sebagai suatu sistem kebiasaan yang 

melembaga hidup dalam kehidupan masyarakat yang ada 

sejak dulu. Kebiasaan tersebut melembaga dilakukan secara 

berulang-ulang oleh masyarakat.Kebiasaan ini sepanjang 

terpelihara dan dipergunakan secara terus-menerus hingga 

saat sekarang ini, maka dilindungi sebagai bentuk pelestarian 

pola dan sistem kehidupan masyarakat setempat.  

Dari ketiga norma dasar dalam mendasari pengaturan 

mengenai penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kota Bontang 

merupakan awal dalam melakukan penormaan yang intinya 

memberikan pengaturan mengenai olahraga dan kegiatannya. 

Dengan adanya fakta hukum dan aturan hukum yang lebih tinggi 
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mengenai penyelenggaraan kegiatan olahraga, maka selain itu perlu 

pula dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 

Bontang dalam pengaturan penyelenggaraan kegiatan olahraga 

tersebut. Sebagai bentuk penemuan hukum yang dikategorikan 

sebagai hukum tertulis, maka peraturan perundang-undangan, 

termasuk pada Peraturan Daerah ini. 

Menurut Meuwissen dalam Arif Sidharta, menempatkan 

pembagian hukum sebagai salah satu dalil dalam lima dalil filsafat 

hukum. Kelima dalil dalam filsafat hukum tersebut, sebagai berikut 

:36 

1). Filsafat hukum adalah filsafat, dia merenungkan semua 

masalah yang berkaitan dengan gejala hukum, baik yang 
bersifat fundamental maupun yang bersifat marginal. 

2). Terhadap gejala hukum, terdapat tiga tataran abtraksi refleksi 
teoretikal, yaitu ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. 
Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi 
semua bentuk pengembangan hukum teoretikal dan 
pengembangan hukum praktikal. 

3). Pengembangan hukum praktikal atau pengembangan hukum 
secara nyata dalam kehidupan masyarakat terdiri dari : 
(a)  Pembentukan hukum 
(b)  Penemuan hukum 
(c) Bantuan hukum 

 Dalam hal ini ilmu hukum dogmatika menunjukkan 
kepentingan praktikalnya secara langsung. 

 
Selanjutnya  alasan sangat pentingnya filsafat dimuat dalam 

pembentukan peraturan, menurut Arif Sidharta, mengatakan 

bahwa disiplin filsafat hukum merupakan merefleksi secara 

sistematis tentang kenyataan hukum, dimana kenyataan hukum 

itu sendiri merupakan realisasi dari ide-ide hukum (cita hukum). 

Ada pun hukum positif berisikan empat hal, yaitu : 

(a) aturan hukum 

(b) putusan hukum 

 
36  Arif Sidharta, 2009, Meuwissen, tentang Pengembangan Hukum, Ilmu  

Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan, Bandung, Reflika Aditama, hlm 
42 
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(c) figur hukum (pranata hukum) 

(d) lembaga hukum, dengan negara sebagai lembaga hukum 

terpenting.37 

Sesuai dengan kebutuhan dalam pengaturan dalam bentuk 

Peraturan Daerah di Kota Bontang yang mengatur tentang 

Keolahragaan merupakan suatu pembentukan hukum yang 

dilakukan secara praktikal. Pembentukan hukum ini harus disadari 

harus mampu menciptakan keadilan dalam arti penormaan terlebih 

dalam penerapannya. Keadilan disini tentunya sangat subyektif. 

Kesubyektian ini harus dipandang sebagai suatu akomodir 

keinginan perlakuan yang adil dari Pemerintah Daerah Kota 

Bontang. 

Dalam olahraga ada tercermin pengembangan nilai, sesuai 

dengan asas dan pesan moralnya adalah “menjunjung tinggi 

sportifitas” (nilai kejujuran). Kerusakan, keributan, dan kekisruan, 

bahkan perkelahian dalam pengelolaan keolahragaan sering terjadi 

karena dilakukan dengan menyimpang dari asas dan pesan moral 

tersebut dan menyimpang dari nilai kejujuran.  

Secara mendasar kenapa keolahragaan diperlukan diatur 

dalam regulasi kebijakan daerah dalam Peraturan Daerah. Tujuan 

pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah adalah untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan 

upaya ke arah tersebut melalu kegiatan pembangunan di segala 

bidang. Makna dan esensi yang dilaksanakan adalah proses untuk 

merubah kondisi kehidupan masyarakat ke arah kondisi yang lebih 

baik sesuai dengan harapan masyarakat.  

Olah raga merupakan salah satu prasyarat yang harus 

dilaksanakan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat, 

karena olahraga selain untuk melahirkan masyarakat yang sehat 

jasmani dan rohani, olahraga merupakan sarana untuk 

 
37  Arif Sidharta,  ibid 
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membentuk kepribadian. Melalui semboyan junjung tinggi 

sportifitas, maka akan melahirkan manusia yang menjujung tinggi 

nilai-nilai kejujuran, dengan melahirkan manusia yang jujur, maka 

hal itulah yang dibutuhkan sebagai pelaksana pembangunan, 

sehingga dengan manusia yang ujur, maka dia akan melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelaksanaan pembangunan 

secara jujur dan bertanggung jawab, jauh dari perbuatan koruosi, 

kolusi dan nepotisme. 

Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan penyelenggaraan 

keolahragaan yang diatur di dalam peraturan daeran ini harus 

mengedepankan prinsip-prinsip:  

a.  demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;  

b.  keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;  

c.  sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;  

d.  pembudayaan dan keterbukaan;  

e.  pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi 

masyarakat. 

 

4.2. Landasan Sosiologis Pengaturan Daerah Terhadap Keolahragaan 

di Kota Bontang 

  
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan 

sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan 

masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.  

Jumlah penduduk sebesar itu dapat dijadikan sebagai modal 

sosial-demografis bagi pembangunan SDM keolahragaan di Kota 

Bontang. Dengan jumlah sebanyak itu pula, Kota Bontang memiliki 

potensi SDM keolahragaan yang sangat besar dalam melahirkan 

olehragawan-olahragawan yang handal dan berkualitas yang siap 

bersaing baik di level nasional maupun internasional. 



Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 
Universitas Mulawarman 

2019 
89 

 

Bahkan ada atlet dan cabang olahraga yang memiliki prestasi 

baik di tingkat lokal, provinsi, nasional, dan internasional. Selain 

itu ada juga olahraga tradisional seperti dayung yang memang 

sangat dikuasai oleh masyarakat Kota Bontang terutama mereka 

yang tinggal di daerah pesisir dimana perahu kecil itu sendiri 

menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka sebagai sarana 

transportasi sehari-hari. 

Dalam rangka untuk itu semua, hadirnya Raperda 

Keolahragaan di Kota Bontang ini memiliki peran dan nilai stretegis 

dalam pengembangan dan pembinaan olahraga. Selain menjadi 

instrument yuridis bagi penyelenggaraan keolahragaan di Kota 

Bontang, Raperda ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

peningkatan kualitas SDM pembangunan di Kota Bontang pada 

umumnya, dan peningkatan prestasi olahraga Kota Bontang pada 

khususnya. 

Disiplin sosiologi yang diterapkan atau digunakan untuk 

mengkaji permasalahan yang ada pada disiplin ilmu keolahragaan, 

melahirkan bidang kajian yang diberi label sosiologi olahraga. Latar 

belakang munculnya kajian sosiologi olahraga ini dapat dikaji dari 

fenomena yang ada dalam dunia keolahragaan, yaitu: pertama ilmu 

keolahragaan menggunakan pendekatan inter-disiplin dan cross-

disiplin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, kedua, 

telah diyakini dan diakui kebenarannya suatu teori yang 

menyatakan: "sport is reflect the social conditlon atau "sportis mirror 

of society". 

Disiplin sosiologi yang diterapkan atau digunakan untuk 

mengkaji permasalahan yang ada pada disiplin ilmu keolahragaan, 

melahirkan bidang kajian yang diberi label sosiologi olahraga.Latar 

belakang munculnya kajian sosiologiolahraga ini dapat dikaji dari 

fenomena yang ada dalam dunia keolahragaan, yaitu: pertama ilmu 

keolahragaan menggunakan pendekatan inter-disiplin dan cross-

disiplindalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, kedua, 
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telah diyakini dan diakui kebenarannya suatu teori yang 

menyatakan: "sport is reflect the social conditlonatau"sportis mirror of 

society". 

Seperti pelaku (atlet), penikmat (penonton), pemerintah, 

pebisnis dan sebagainya. Pada konteks itu, olahraga dikaji secara 

aksiologis untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya 

sendiri atau khalayak luas, terutama pengaruh sosial yang 

mengakibatkan posisi olahraga tidak lagi dipandang sebagai 

aktivitas gerak insanian sich, melainkan telah berkembang secara 

cepat merambah pada aspek-aspek perikehidupan manusia secara 

luas. Olahraga pada era kini telah diakui keberadaan sebagai suatu 

fenomena yang tidak lagi steril dari aspek politik, ekonomi, sosial, 

dan budaya. Sehingga tidak berlebihan dikatakan bahwa 

pemecahan permasalahan dalam olahraga mutlak diperlukan 

pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah 

sosiologi. 

Beragam kondisi obyektif di masyarakat dapat dijadikan bukti 

bahwa olahraga telah merambah pada kehidupan sosial manusia, 

misalnya: tak ada satu pun mass media yang tidak memuat berita 

olahraga, bahkan di Amerika telah diyakini bahwa tanpa berita 

olahraga, banyak mass media yang akan bangkrut, karena tidak 

akan dibaca oleh khalayak. Suatu pertandingan atau perlombaan 

olahraga telah menyita perhatian berjuta manusia sebagai 

penikmatnya, telah memakan jutaan dolar untuk 

penyelenggaraannya, belum lagi tenaga dan waktu yang tersita 

untuk melaksanakan atau menikmatinya, Pengaruh olahraga 

dimasyarakat tidak sekedar penghayatan menang atau kalah, tetapi 

lebih luas lagi menyangkut harga diri, kebanggaan, penyaluran 

potensi-potensi destruktif, bahkan pada komunitas tertentu, 

olahraga telah diakui kesejajarannya dengan agama. Dari paparan 

tersebut, olahraga telah diakui sebagai mikro kosmos kehidupan 

masyarakat. 
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Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang 

dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai 

sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada 

permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga 

merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan 

olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara 

sosiologi dan olahraga. Sebagai ilmu mumi yang bersifat non 

etis,teori-teori sosiologi berpeluang untuk dicercap oleh disiplin 

ilmu lain, dan sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, olahraga 

masih menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu lain untuk 

menyusun teori atau pun hukum-hukum keilmuannya. Dalam hal 

ini ilmu olahraga bersifat integratif, yaitu berusaha menerima dan 

mengkombinasikan secara selaras keberadaan ilmu lain untuk 

mengkaji permasalahan yang dihadapi. Sosiologi olahraga berupaya 

membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun 

kelompok, dalam situasi olahraga, artinya, saat melakukan 

kegiatan olahraga, pada dasamya manusia melakukan kegiatan 

sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam 

berinteraksi ia terikat oleh nilai atau norma yang berlaku pada 

komunitas dimana ia berada dan pranata-pranata yangberlaku 

pada caban golahraga yang sedang dilakukan. Pelanggaran 

terhadap nilai dan norma atau perilaku yang menyimpang dari 

peran yang dimainkannya akan berakibat adanya sanksi, 

penentuan jenis sanksi ini ditentukan atas kesepakatan bersama, 

atau aturan yang telah dibakukan, kesemuanya itu dilakukan agar 

aktivitas olahraga yang dimainkan bisa berjalan secara aman, tertib 

dan lancar. 

Bentuk umum prosessosial adalah interaksisosial. 

Interaksisosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antar orang perorang, antar kelompok, dan 

antar orang perorang dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi jika 

dua orang bertemu dan masing-masing menyadari adanya pihak 
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lain di sekitarnya. Bentuk nyata interaksi ini beragam, mulai dari 

menegur, berjabat tangan, berbicara, bahkan sampai perilaku 

destruktif seperti memukul atau berkelahi. Interaksisosial antar 

kelompok biasanya dilakukan atas nama kesatuan, bukan bersifat 

pribadi, misalnya pemain asing  yang bermain untuk suatu klub 

yang akan bertanding dengan klub yang berasal dari negaranya, 

pemain tersebut akan berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh 

kemenangan klubnya. Pada konteks seperti itu ia bukan lagi 

mewakili pribadinya, melainkan sebagai bagian dari klub yang telah 

mengontraknya. Interaksi sosial yang terjadi dalam olahraga lebih 

menonjol dan lebih menyata, karena sering terjadi perbenturan 

antara kepentingan individu dan kelompok/klub, atau perbenturan 

kepentingan individu atau kelompok satu dengan individu atau 

kelompok lain karena masing-masing mempunyai kepentingan yang 

sama, yaitu meraih kemenangan dengan saling mengalahkan. 

Interaksi sosial dalam olahraga dapat diklasifikasikan menjadi 

interaksi secara internal dan eksternal. Interaksi internal 

berlangsung dalam lingkungan pelakuI olahraga sendiri, misalnya 

dengan pengurus, pelatih atau teman atlet. Pada situasi seperti itu, 

unsur kerjasama sangat dominan dalam mencapai tujuan bersama, 

walaupun kompetisi diantara teman juga terjadi, yaitu dalam upaya 

untuk masuk sebagai pemain inti misalnya. Interaksi eksternal 

dilakukan dengan individuatau kelompok lain. Bentuk interaksi itu 

adalah terjadinya persaingan (kompetisi) dalam bentuk aktivitas 

gerak tertentu yang telah diikat oleh peraturan baku. Persaingan 

dilakukan sebagai upaya untuk saling mengalahkan satu dengan 

lainnya. Walaupun demikian, didalam kompetisi itu masih ada 

kooperasi (kerjasama), yaitu upaya bersama dalam menjunjung 

tinggi sportivitas, saling menghargai, dan secara bersama-sama 

membangun suatu pertandingan atau perlombaan yang menarik, 

adil dan lancar. Interaksisosial akan terjadi jika dipenuhis syarat 

akan adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial 
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terjadi jika dua individu atau kelompok berhubungan dan mereka 

saling menyadari adanya kehadiran pihak lain. Komunikasi akan 

terjadi jika individu telah mampu memberi tafsiran pada perilaku 

individu lain, kemudian ia memberikan reaksi terhadap perasaan 

yang ingin disampaikan individu lain tersebut. Dengan komunikasi, 

sikap individu atau kelompok bisa diketahui oleh individu atau 

kelompok lain, hal ini kemudian dijadikan bahan pertimbangan 

untuk menentukan reaksi selanjutnya. Penafsiran yang dilakukan 

dalam proses komunikasi bisa saja terjadi kesalah pahaman. 

Senyuman seorang atlet kepada lawannya dapat diartikan ebagai 

keramah tamahan, sikap bersahabat, tetapi bisa juga dianggap 

sebagai sikap sinis, ejekan, ataupun penghinaan. Sehingga dari 

komunikasi bisa dihasilkan kerja sama ataupun pertikaian yang 

disebabkan kesalahpahaman menafsirkan simbol-simbol. 

Berangkat dari paparan di atas, bentuk-bentuk interaksi sosial 

dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition) dan 

bahkan pertentangan atau pertikaian (conflict), sehingga 

membutuhkan penyelesaian sementara waktu (accomodation). 

Secara lebih jelas, Gillin dan Gillin menggolongkan prosessosialyang 

timbul akibat interaksisosial,yaitu proses yang asosiatif dan proses 

yang disosiatif. Prosesasosiatif bersifat mendekatatau menyatu, 

sedang disosiatif bersifat memisah atau menjauh. Bentuk proses 

asosiatif misalnya kerjasama, dan akomodasi (upaya 

menyeimbangkan/meredakan pertentangan sehingga tercapai 

kestabilan). Bentuk proses disosiatif, misalnya persaingan, 

kontravensi (proses sosial yang berada diantara persaingan dan 

pertentangan atau pertikaian). Dalam dunia olahraga, bentuk-

bentuk interaksi sosial itu sanga tmenonjol sekali. Prestasi atlet 

hanya akan dapat terwujud dari adanya kerjasama yang harmonis 

diantara berbagai komponen penyokong sistem pembinaan dan 

pelatihan, untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi fisik, 

taktis, teknis dan psikisnya. Potensi-potensi yang telah dilatihkan 
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tersebut tidak akan bermakna apa-apa jika tidak ada standar atau 

norma pembandingnya.Dan itu hanya bisa dilakukan dengan 

dengan melakukan persaingan (kompetisi) untuk menentukan 

mana yang lebih baik. Agar terjadi kompetisi yang adil, tertib dan 

lancar, diperlukan akomodasi untuk menampung aspirasi dua 

belah pihak, sehingga tercapai konsensus, yang perwujudannya 

berupa peraturan pertandingan atau perlombaan baku. 

4.3. Landasan Yuridis Pengaturan Daerah Terhadap Keolahragaan di 
Kota Bontang 

 
Dalam menyusun peraturan perundang-undangan sangat 

penting dilakukan kajian hukum sebagai landasan atau dasar yang 

bisa untuk jadikan pondasi. Bila pondasi hukum kuat, maka 

kekuatan hukum dari peraturan daerah yang mengatur mengenai 

keolahrgaan tidak bisa lagi dibantah dengan alasan tidak ada 

dasarnya, karena secara pasti terjamin adanya kepastian hukum. 

Menurut Ahmad Ali berpendapat, “kepastian hukum atau 

Rechtssicherkeit, security, rechtszekerheid, adalah sesuatu yang 

baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi 

publik.Kepastian hukum menyangkut masalah “Law Sicherkeit 

durch das Recht,” seperti memastikan, bahwa pencurian, 

pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan.Kepastian 

hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang 

hukum itu sendiri).38 

Oleh karena itu berhubungan dengan kepastian ini ada 4 

(empat) makna, yaitu : 

1). Bahwa hukum positif, artinya bahwa isinya adalah perundang-
undangan (gesetzliches Recht). 

2).  Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsacken), bukan 
suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan 
oleh hakim, seperti “kemauan baik”, kesopanan. 

 
38  Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 

Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), 
Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 292 
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3).  Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas 

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping 
juga mudah dijalankan. 

4).  Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.39. 
 
Secara yuridis normative, hadirnya Raperda ini dilatari oleh 

adanya: 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya 

belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi  dan 

permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan 

olahraga. 

2. Belum adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan 

olahraga yang bersifat nasional di tingkat Kabupaten/Kota. 

3. Sebagai upaya meraih prestasi dan prestise untuk kebanggaan 

nasional dan daerah melalui olahraga Kota Bontang dengan 

melahirkan bibit-bibit atlet tingkat nasional maupun 

internasional. 

Secara yuridis, Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 

12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan “….. Materi muatan Perda berisi materi yang 

merupakanpenjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi’’. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No.12 

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

tersebut maka Pemerintah Daerah berwenang membuat Raperda 

tentang Keolahragaan. Karena Raperda tentang Keolahragaan 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

Pasal 13 ayat (2) tersebut berbunyi: “Pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, 

melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan 

didaerah’’. 

 
39  Ahmad Ali, Op.Cit, hlm 293 
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Penyelengaraan dan pengelolaan keolahragaan, termasuk 

dalam Penyusunan Raperda Keolahragaan ini selain bersandar pada 

aturan hukum mendasar, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga mengacu pada 

peraturan UU lain yang memiliki keterkaitan dengan keolahragaan. 

Produk hukum itu antara lain:  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4702); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan 

Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4704); 

Semua peraturan tersebut harus dicermati dan diakomodir 

secara komprehensif dalam Raperda Keolahragaan di Kota Bontang. 

Kehadiran Raperda Keolahragaan di Kota Bontang ini, diharapkan 

dapat memenuhi dan meningkatkan standar pengembangan 

olaharaga sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 84 dan 85 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 

tentangPenyelenggaraan Olahraga, yang intinya meliputi indikator 

ketercukupan ruang publik untuk olahraga, tempat dan fasilitas 

khusus olahraga, tenaga keolahragaan, partisipasi masyarakat dalam 

berolahraga, dan kualitas kebugaran jasmani masyarakat. Karena 

itu, dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah Kota Bontang 

harus didorong untuk secara konsisten terus mengembangkan tata 

kelola keolahragaan yang lebih baik dan berkualitas guna 

mewujudkan Kota Bontang yang kaya prestasi dibidang olahraga. 
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5.1. Arah Pengaturan Berkaitan dengan Keolahragaan   

  Dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang ini 

masyarakat akan mengenal berbagai jenis kegiatan olahraga mulai 

dari olahraga tradisional dan olahraga modern dimana olahraga 

modern terbagi menjadi olahraga biasa dan olahraga profesional. 

Oleh karena itu arah pengaturan keolahragaan Kota Bontang, 

sebagai berikut: 

(1)  Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam 

upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan 

pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;  

(2)  Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas 

dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran 

jasmani serta membentuk watak bangsa;  

(3)  Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah 

tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga termasuk 

olahraga tradisional;  

(4)  Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi 

olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan;  

(5)  Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya 

menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan 

industri olahraga; dan  

(6)  Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan 

kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. 

5.2. Jangkauan Pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan 

ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN 

KEOLAHRAGAAN KOTA BONTANG 
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 Arah pengaturan daripada Perda Kota Bontang berkaitan 

dengan Keolahragaan secara umum, yaitu: 

1. Jangkauan subyektif: 

 Regulasi daerah Kota Bontang tentang keolahragaan ini 

menjangkau pada subyek, yaitu atlet atau olahragawan, tenaga 

keolahragaan, masyarakat dalam arti luas dan dalam arti sempit 

pada pelaku usaha dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

arah yang akan dicapai adalah bagaimana penyelenggaraan 

kegiatan olahraga di Kota Bontang dapat diatur dan bisa lebih 

berkembang. 

2. Jangkauan Obyektif: 

 Penyelenggaraan kegiatan olahraga ditetapkan untuk 

memberikan aturan terkait penyelenggaraan kegiatan olahraga di 

Kota Bontang dimana akan diatur lebih lanjut mengenai  

perencanaan penyelenggara kegiatan olahraga, pengorganisasian 

dari penyelenggara kegiatan olahraga, pengembangan bakat 

calon atlet berprestasi, jenis-jeis olahrga di Kota Bontang, fasilitas 

penyelenggaraan kegiatann olahraga, pembiayaan 

penyelenggaraan kegiatan olahraga serta bagaimana partisipasi 

masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kota 

Bontang tersebut. 

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan 

5.3.1. Alasan Judul 

Dalam desain konstruksi hukum dalam pembentukan norma 

hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bontang yang 

mengatur olah raga, judul yang ditawarkan adalah Keolahragaan. 

Karena dengan semakin singkat judul perda, maka ruang 

pengaturan bisa lebih luas dengan catatan sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki Kota Bontang. Bahwa kewenangan 

Kabupaten/Kota dalam Keolahragaan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daera, yaitu: 
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a.  Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada 

jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. 

b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah 

kabupaten/kota.  

c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat 

Daerah provinsi. 

d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat 

Daerah kabupaten/kota. 

e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. 

5.3.2. Konsideran Menimbang 

Konsideran menimbang sebagai bagian anatomi perundang-

undangan yang wajib ada, maka tentu saja konsideran menimbang 

bermuatan alasan dan pandangan pokok secara filosofi dan 

sosiologis. Konsideran dalam rancangan peraturan daerah yang 

akan dibuat memuat dua hal yaitu: 

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kota Bontang memandang perlu 

untuk mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan olahraga 

sebagai bagian dalam pencapaian pembangunan kualitas hidup 

baik jasmani, rohani dan prestasi masyarakat di Kota Bontang 

2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan olah raga di Kota 

Bontang, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 

melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang 

dilaksanakan dengan melibatkan peranan berbagai pihak. 

3. Bahwa dengan adanya kewajiban dari Pemerintah Kota Bontang 

tersebut, dipandang perlu untuk membuat peraturan daerah 

mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan. 

5.3.3. Konsideran Mengingat 

Dalam konsideran mengingat ini berisi dasar-dasar hukum 

yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 

Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4438); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4535); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4702); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4704); 

5.3.4.  Ketentuan Umum 

Dalam Ketentuan Umum di Peraturan Daerah Keolahragaan di 

Kota Bontang dimuat rumusan akademik mengenai pengertian, 

istilah dan frasa yang mengacu pada definisi umum baik dari 

peraturan perundang-undangan maupun istilah baku secara 

akademik, antara lain: 

1. Daerah adalah Kota Bontang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota  dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bontang 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD  adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara  pemerintahan daerah. 

5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan 

olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, 

pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. 
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6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk 

mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, 

rohani, dan sosial.  

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas 

sekertariat daerah, sekertaris DPRD, dinas daerah, lembaga 

teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 

8. Komite Olahraga Kota Bontang adalah komite yang dibentuk 

oleh organisasi cabang olahraga dan organsisasi olahraga 

fungsional tingkat Kota Bontang. 

9. Olahraga tradisional adalah keolahragaan yang telah sesuai 

dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat dalam 

rangka kegiatan adat dan pertandingan olah raga. 

10. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk 

memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain 

yang didasarkan atas kemahiran berolahraga 

11. Olahraga amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan 

pelatihan olahraga secara teratur dan terjadual dalam 

mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai 

prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. 

12. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga 

yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang 

teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, 

kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. 

13. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh 

masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya 

masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan 

kegembiraan. 

14. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan 

mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, 
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dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi 

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. 

15. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk 

lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau 

penyelenggaraan keolahragaan. 

16. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan untuk kegiatan olahraga. 

17. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga 

yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu 

cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang 

olahraga internasional yang bersangkutan. 

18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai 

dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

5.3.5. Tujuan  

Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga bertujuan: 

1. Meningkat kualitas sumber daya manusia baik secara jasmani 

dan rohani melalui penyelenggaraan kegiatan olah raga baik 

tradisional maupun professional. 

2. Mengembangkan olah raga dan pendidikan olahraga yang 

mengarah pada peningkatan sumber daya generasi muda di 

daerah. 

5.3.6. Perencanaan 

Perencanaan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan 

olahraga serta memberikan standarisasi di bidang keolahragaan. 

Dalam perencanaan Pemerintah Daerah juga wajib melaksanakan 

kebijakan dan mengkoordinasiakn pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang 

keolahragaan di daerah. 
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5.3.7.  Pengorganisasian 

Pengelolaan olahraga tradisional dan profesioanl diselenggarakan 

secara terorganisasi.  

Pengelolaan olahraga tradisional dan professional tersebut 

terhimpun dalam wadah organisasi komite olahraga, organisasi 

cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional.  

Dalam melaksanakan kebijakan  Pemerintah Daerah  dapat 

mengikutsertakan komite olahraga kota, organisasi cabang 

olahraga tingkat kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kota, 

masyarakat,dan/atau pelaku usaha. 

5.3.8.  Pengembangan 

Pengembangan yang dapat dilakukan adalah: 

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan 

pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan 

tanggung jawabnya. 

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, 

pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan 

keolahragaan. 

(3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan 

melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, 

serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.  

(4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan 

melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat 

yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang 

yang berlangsung sepanjang hayat. 

5.3.9. Jenis Olahraga 

Jenis olahraga di adalah: 

(1) Olah Raga dapat dibagi menjadi olah raga tradisional dan olah 

raga professional 
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(2) Jenis olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

ruang lingkup kegiatan olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, 

dan olah raga prestasi. 

(3) Olah raga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian dari olah raga yang tumbuh berdasarkan 

kearifan lokal. 

(4) Olah raga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang dilakukan sesuai sistem olah raga nasional.  

5.3.10. Fasilitas Olahraga 

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas olahraga dalam 

rangka pengembangan olahraga dan prestasi olahragawan daerah. 

Fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas fisik dan non fisik. 

Selain fasilitas fisik dan nonfisik, olahragawan dan Pembina 

olahraga yang berprestasi diberikan pengharagaan 

Adapun bentuk dan jenis penghargaan diberikan berdasarkan 

Peraturan Walikota. 

5.3.11. Pembiayaan 

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah, kecuali olahraga professional. 

Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah 

dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan 

secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan 

Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan 

Peraturan Walikota.  
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5.3.12. Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 

keolahragaan. 

Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dan 

pendanaan dalam penyelenggaran keolahragaan tradisional 

maupun professional. 

Partisipasi masyarakat terhadap olahraga professional dilakukan 

dengan kesepakatan bersama dengan klub cabang olahraga 

professional. 

Kesepakatan bersama tersebut wajib diketahui oleh Pemerintah 

Daerah. 

5.3.13. Ketentuan Penutup 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Bontang. 
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6 
 

6.1. Kesimpulan 

Dari berbagai pembahasan yang telah disampaikan di atas 

mengenai penormaan terhadap aturan mengenai keolahragaan di 

Kota Bontang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1)  Bahwa proses penyusunan mengenai keolahragaan yang sangat 

penting  oleh karena sebagai ikhtiar mencapai pembangunan 

kualitas hidup, baik jasmani, rohani dan prestasi masyarakat di 

Kota Bontang. 

2) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di bidang 

keolahragaan wajib melibatkan semua level pemangku 

kepentingan.  

3) Bahwa naskah akademik ini telah memberikan dasar klasifikasi 

akademik dan memiliki basis sebagai dasar rencana pengaturan 

terhadap Keolahragaan di Kota Bontang. 

6.2. Saran-saran/Rekomendasi 

Sesuai dengan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, 

beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan, sebagai 

berikut: 

1. Dengan selesainya penyusunan Naskah Akademik ini, agar segera 

disusun draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan 

di Kota Bontang dengan pertimbangan adanya pembenar secara 

hukum dan faktual. 

2. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, diperlukan perangkat 

aturan hukum lain yang bersifat teknis berupa Peraturan 

Walikota, Pemerintah Kota Bontang termasuk menyiapkan 

berbagai hal yang diperlukan agar ketentuan ini bisa berlaku 

efektif. 

PENUTUP 
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